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ABSTRAK

Rastiyani Suardi, Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau
Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Pegadaian
Syariah Cabang Jampu’e Kab. Pinrang). (dibimbing oleh Bapak Zainal Said dan
Bapak Aris).

Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban pegadaian syariah atas
hilang atau rusaknya barang jaminan dalam perspektif hukum ekonomi islam
(pegadaian syariah cabang jampu’e). Adapun pokok pemasalahan yang dijadikan
sebagai dasar dalam pembahasan skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban
pihak pegadaian syariah atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan berdasarkan
perspektif hukum islam.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan
pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Untuk
memecahkan masalah yang diangkat data menggunakan data primer yang diperoleh
dari observasi, interview dan dokumentasi. Adapun data sekunder berupa buku,
jurnal, literature dan undang-undang yang berkaitan dengan system
pertanggungjawaban dalam islam.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1). Faktor yang dapat menyebabkan
terjadinya kerusakan barang jaminan di pegadaian syariah cabang jampue yaitu
kecerobohan atau kelalaian, kerusakan karena penggunaan, kerusakan karena faktor
lingkungan, pengangkutan yang tidak memadai 2). Bentuk penanganan barang
jaminan yang rusak di pegadaian syariah yaitu pemeriksaan barang jaminan,
komunikasi dengan nasabah, penawaran solusi, dan penyelesaian akhir. 3).
Pertanggungjawaban yang diberikan oleh Pegadaian Syariah telah sesuai dengan
ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, yaitu dengan besaran ganti kerugian sebesar
92% dari nilai taksiran barang jaminan (marhun) atau sesuai dengan kesepakatan
bersama antara nasabah dan pihak pegadaian.

Kata Kunci: Pegadaian Syariah, Barang jaminan, Hukun Ekonomi Syariah

Vii



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....ooiiiiieie ettt [
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ........cccoviiiiieiieneeseeeienn i
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.........ccccoceviiiviiirannne. i
KATA PENGANTAR ..ottt 1\
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....coociiiiiiiieieiect e Vi
ABSTRAK .ottt vii
DAFTAR ISH oottt be e re e na e e enens viii
DAFTAR TABEL ..ottt sttt bbb snaane e X
DAFTAR GAMBAR ..ottt bbb e Xi
DAFTAR LAMPIRAN ...ttt snesnesneareens xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ..ottt xii
BAB | PENDAHULUAN ..ottt sne e 1
A. Latar Belakang Masalah ..............cccoviiiiiiic e 1
B. RUMUSAN MaSalah ..........ccoouiiiiiiiiiiiineicceeee s 9
C. Tujuan Penelitian .........ccoceiiiiiiiiieie e 9
D. Kegunaan Penelitian .........ccocviieiiiiiiieicie e 10
BAB I TINJAUAN PUSTAKA ..ottt et 11
A. Tinjauan Penelitian Relevan ..........cccooieiieiesiesece e, 11
B. TINJAUAN TEO uveiiiiiiiiiitiiiieie ettt 16
R =0 4 ¥ o ST 16
2. Teori Tanggung Jawab .........ccccvieiiieiiiiii e 22
3. Teori Keadilan ... 28
4. TEON MEAIASI.....ccveeieiieiiiee ettt 29
C. Kerangka KONSEPLUAl .........ccoeiiriiiiiiiiiieeiee e 31
D. Kerangka PIKIr .......coooiiiiiiiii s 35



BAB Il METODE PENELITIAN L...oooiiiiiie e 37

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian ...........cccvvveviiienienieninneee e 37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian ...........ccccooiiiininininiencc e 37
C. FOKUS Penelitian ......cccoiiiiiiiieiieie e 38
D. Jenis dan SUMDEr Data ........ccccooviieiiiiieiieiesc e 39
E. Teknik Pengumpulan Data ........ccccoooeiiiiiiiiniiicicc e, 39
F.  Uji Keabsahan Data ..........cccccceeieeiieiieeieiie e 41
G. Teknik Analisis Data .........ccccooeriiiiinininieeieiie e 44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .......cccccociiiiieeeiiee e, 46
A. Mekanisme Terjadinya Kehilangan atau Kerusakan Barang jaminan
di pegadaian Syariah ...........c.cccoevveiieieiie s 46
B. Penanganan Barang di Pegadaian Syariah terhadap Barang Jaminan
yang Hilang atau RUSAK ...........ccccoiiiiiiiiieiiieeece e 51
C. Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah atas Hilang atau Rusaknya
Barang Jaminan berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Islam......59
BAB V PENUTUP......ocoitii ittt ane s eb s 68
AL SIMPUIAN .o 68
B. SAIAN oo e 70
DAFTAR PUSTAKA ottt ettt en s 71



DAFTAR TABEL

No. Tabel Judul Tabel Halaman
2.1 Penelitian Relevan 13
2.2 Perhitungan ljarah 64




DAFTAR GAMBAR

No. Gambar Judul Gambar Halaman
1 Kerangka Pikir 36
2 Struktur Organisasi 38

Xi




DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran

Judul Lampiran

Lampiran 1 Surat Izin Meneliti Dari Kampus
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Dari Kantor Dinas
Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pinrang
Lampiran 3 Validasi Instrumen Penelitian
Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 6 Dokumentasi
Lampiran 7 Biografi Penulis

xii




PEDOMAN TRANSLITERASI
1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Nama Huruf Latin Nama

Arab

\ Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

& Tha Th te dan ha

z Jim J Je

z Ha h ha (dengan titik dibawah)

z Kha Kh ka dan ha

3 Dal D De

3 Dhal Dh de dan ha

D Ra R Er

J Zai Z Zet

o Sin S Es

8= Syin Sy es dan ye

U= Shad $ es (dengan titik dibawah)

U= Dad d de (dengan titik dibawah)

L Ta t te (dengan titik dibawah)
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L Za z zet (dengan titik dibawah)
& ‘ain ‘ koma terbalik keatas
¢ Gain G Ge

< Fa F Ef

T Qof Q Qi

4 Kaf K Ka

J Lam L El

N Mim M Em

a Nun N En

) Wau W We

o Ha H Ha

e Hamzah ’ Apostrof

0 Ya Y Ye

Hamzah (+) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (*)

b. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
i Fathah A A

! Kasrah I I

i Dammah U U

2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
G- fathah dan ya Ai adani
> fathah dan wau Au adan u

Xiv




Contoh:
a8 kaifa
J3 : haula
c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan | Nama Huruf dan Tanda Nama
Huruf
&/ fathah dan alif atau | A a dan garis diatas
ya
G- kasrah dan ya I i dan garis diatas
¥ dammah danwau | U u dan garis diatas
Contoh:

<l :mata
4 :rama
J8  :qila
&% yamiitu
d. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammabh,
transliterasinya adalah [t]

2) Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah
[h].
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
ta marbutah itu ditransliterasikan denga ha (h).

Contoh:
i=5545a)  Raudah al-jannah atau Raudatul jannah

U=l880dl : Al-madinah al-fadilah atau Al-madinatul fadilah
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L&STI * Al-hikmah
e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:
&5  : Rabbana

SR Najjaina

Gall 1 Al-Haqq
& : Al-Hajj
eu . Nu’ima
Ye  : “Aduwwun

Jika huruf < bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah (Cs-), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:
08 : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
&= 1 “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ¥
(alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah
maupun huruf gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:
(it : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
50 . al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
SaL . al-falsafah
B . al-bilddu

g. Hamzah
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Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia
berupa alif. Contoh:

Ol : ta ‘muriina
il : al-nau’
Bl ; syai’un
&l : umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalan bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa
Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-
Qur’an (dar Qur’an), Sunnah.

Namun bila kata-kata ini menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab
maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fizilal al-qur’an

Al-sunnah gabl al-tadwin

Al-ibarat bi ‘umum al-1afz la bi khusus al-sabab
i. Lafz al-Jalalah (<)

Kata “Allah” yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa
huruf hamzah. Contoh: )

4 43 Dmullah 4L billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
4237 b 2 Hum fi rahmmatillah

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam
transliterasi ini huruf digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan
Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf
pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang
(al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).
Contoh:
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Wa ma Muhammadun illd rasil
Inna awwala baitin wudi’a linnasi lalladht bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur’an
Nasir al-Din al-Tust
Abii Nasr al-Farabi
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abt
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.
Contoh:
Abt al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abt al-Walid Muhammad
Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abi Zaid, Nasr Hamid (bukan:
Zaid, Nasr Hamid Abu)

2. Singkatan
Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:
Swi. = subhanahu wa ta‘ala
saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam
a.s = ‘alaihi al-sallam
H = Hijriah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
1. = Lahir Tahun
W. =  Wafat Tahun
QS.l...4 = = QS al-Bagarah/2:187 atau QS lbrahim/..., ayat 4
HR = Hadis Riwayat
Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :
) = 4Aaa
o = OSe s
el = ol sedeglll s
L = 4k
o = 80 s
& = oAl /AT )
c e

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi
perlu dijelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:
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ed.

et al.

Cet.

Terj

Vol.

No.

. editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau
lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

: “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis
dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-
kawan”’) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

. Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan
yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau
ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab
biasanya digunakan juz.

: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala
seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang sebagian masyarakatnya masih berada di bawah garis
kemiskinan cenderung mamilih melakukan kegiatan pinjam meminjam kepada
Lembaga informal seperti misalnya, rentenir. Kecenderungan ini dilakukan karena
mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, diakses dan dapat dilakukan dengan
waktu yang relative singkat. Namun dibalik kemudahan tersebut, rentenir atau
sejenisnya menekan dan mencekik masyarakat dengan menerapkan Bungan yang
sangat tinggi.

Selain bank syariah, ada lembaga keuangan syariah lainnya yang
memberikan kontribusi dalam perkembangan perekonomian syariah, yaitu pegadaian
syariah. Pegadaian syariah melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip
syariah dan kebijakan pemerintahan dalam melakukan praktik ekonomi dan lembaga
keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Besarnya permintaan
masyarakat terhadap pegadaian syariah membuat lembaga keuangan syariah ini
mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan karena pegadaian
syariah mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat
golongan menengah ke bawah.*

Pegadaian adalah salah satu bentuk Lembaga Keuangan Bank yang
diperuntukkan bagi masyarakat yang luas berpenghasilan menengah ke bawah yang
membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana ini digunakan untuk membiayai
kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak. Dalam bentuk pinjam meminjam
dalam hukum islam yaitu menjaga kepentingan pemberi pinjaman, jangan sampai

dirugikan (Putra Ningsih, and Amelia 2021). Oleh karena itu, pemberi pinjaman

! Maria Ulfa KN, “Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian,” Az-Zarqa’ 1 (2019): 1-20.



dibolenkan meminta barang dari pihak peminjam sebagai jaminan utangnya. Apabila
menerima pinjaman itu tidak mampu melunasi utangnya maka barang jaminan dapat
di jual oleh pemberi pinjaman. Konsep tersebut dalam hukum islam di sebut rahn atau
gadai. Untuk memperoleh pinjaman uang, salah satu alternative aman adalah
meminjamkan uang pada lembaga keuangan misalanya nonbank seperti Perum
Pegadaian Syariah. Perum Pegadaian Syariah adalah sebuah Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) di Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa penyaluran kredit
kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan menggunakan prinsip Syariah.

PT Pegadaian (Persero) yang awalnya berbentuk perjanjian ini merupakan
salah satu BUMN di Indonesia yang diberi tugas dan wewenang untuk
menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum
gadai. Masyarakat yang membutuhkan dana untuk pemenuhan kebutuhan hidup
sehari-hari ataupun untuk modal usaha dapat mengaksesnya melalui pegadaian.
Selama ini pegadaian terus berupaya membantu pemerintah dalam meningkatkan
pendapatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan
menyediakan jasa keuangan yang cepat, mudah dan aman melalui distribusi pinjaman
untuk masyarakat umum serta para pengusaha mikro, kecil, dan menengah.

Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk suatu
keprcayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan
terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan, namun
dikuasai oleh penerima gadai. Mekanisme teknis gadai syariah, maka secara teknis
operasional dapat dilakukan oleh suatu lembaga keuangan syariah, yaitu pegadaian
syariah, baik sebagai lembaga swasta maupun pemerintah. Dalam hal ini penulis
bermaksud untuk melakukan analisis penerapan konsep dan prinsip-prinsip syariah

yang teraplikasikan pada akad gadai di lembaga pegadaian syariah.?

2 Siti Hot Nita Hasibuan dan Reni Ria Armayani Hasibuan, “Analisis Tanggung Jawab Pegadaian
Syariah Atas Rusak atau Hilangnya Barang Jaminan di PT. Pegadaian UPS Sibuhuan,” Jurnal
Pendidikan Tambusai 7, no. 2 (2023): 10757-62.



Belakangan, bersamaan dengan produk-produk berbasis syariah yang kian
marak di Indonesia dengan membentuk unit layanan gadai syariah di beberapa kota di
Indonesia. Di samping itu, ada pula bank syariah yang menjalankan kegiatan
pegadaian syariah sendiri. Pegadaian syariah mulai beroperasi sejak 2003 dan jumlah
gerai pegadaian syariah mencapai 611 outlet di seluruh Indonesia. Itu terdiri dari 83
cabang dan 528 kantor unit. Jumlah itu kebanyakan terdapat di pulau Jawa,
penyebarannya tidak merata. Padahal cita-citanya, pegadaian ingin mempunyai gerai
di seluruh kabupaten.

Berdasarkan sejarahnya, pegadaian pada dasarnya lahir dari pembubarang
Bank di Inggris yang kemudian memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk
mendirikan usaha pergadaian. Pada abad XVII merupakan awal mula sejarah
Pegadaian ketika VVareemigde Oos Compagnie (VOC) pada saat itu suatu maskapai
perdagangan dari Belanda, datang ke Indonesia dengan tujuan untuk berdagang.
Dalam rangka mempermudah kegiatan perekenomian VOC mendirikan suatu Bank
dan leening yang merupakan Lembaga kredit yang menyalurkan kredit dengan
menggunakan sistem gadai. Bank Van Leening pertama kali didirikan di Batavia pada
tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan hasil keputusan gubernur Jenderal VVan Imhoff.

Pada saat itu, Inggris mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari tangan
belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah Belanda, Gubernur
Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811) telah memutuskan untuk membubarkan
Bank Van Leening kemudian mengeluarkan aturan yang berisi bahwa setiap orang
boleh mendirikan usaha Pegadaian dengan ijin (liecentie) dari pemerintah setempat.

Akibat dari pembubaran Bank Van Leening, masyarakat diberi kebebasan
mendirikan usaha Pegadaian dengan syarat mendapatkan lisensi dari pemerintah
setempat (liecentiestelsel). Namun kebijakan tersebut berdampak buruk baik
pemegang lisensi dalam menjalankan praktik rintenir yang dirasakan kurang
menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Maka dari itu, metode liecentie stelsel
di ganti menjadi pacth stelsel yaitu pendirian pegadaian di serahkan kepada umum

yang mampu membayar pajak tinggi kepada pemerintah.



Pada tahun 1816 belanda kembali berkuasa di Indonesia, pola atau metode
pacth stelsel tetap digunakan dan berakibat buruk dimana pemegang hak ternyata
banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya, mengambil
keuntungan untuk diri sendiri dengan menetapkan sistem bunga pada pinjaman
sewenang wenang. Berdasarkan hasil penelitian dari Lembaga penelitian yang di
pimpin oleh De Wilf Van Westerrode pada tahun 1990 yang menyarankan agar
kegiatan pegadaian sebaiknya di tangani sendiri oleh pemerintah sehingga dapat
memberikan perlindungan serta manfaat yang lebih besar bagi masyaratkat
penunjang. Dari hasil penelitian tersebut pemerintah HindiaBelanda mengeluarkan
Staatblad (Stbl) 1901 No. 131 Tanggal 12 Maret 1901.

Dikeluarkannya peraturan tersebut, maka pelaksaan gadai dilakukan
pemerintah Hindia-Belanda sebagaimana yang termaktub dalam Staatblad tahun 1901
Nomor 131 tersebut yang berisi “kedua sejak saat itu bagian sukabumi kepada
siapapun tidak akan diperkenankan untuk memberi gadai atau dalam bentuk jual beli
dengan hak membeli kembali, meminjamkan uang tidak melebihi serratus Gulden,
dengan hukuman tergantung kepada kebangsaan para pelanggar yang di ancam dalam
pasal 337 KHUP bagi orang-orang eropa dan pasal 339 KHUP bagi orang-orang
Bumiputera”. Hal tersebut mengindikasikan staatblad 1901 No. 131 bahwa usaha
Pegadaian Monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian
Pertama di Sukabumi (Jawa Barat).’

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Pasal 1 Tahun 2008 yang berbunyi
“Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan
fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan
fatwa di bidang syariah dan akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau
UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing
pihak sesuai dengan prinsip syariah”. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah juga berperan penting dalam memberikan dasar hukum

® Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta, 2010) cet ke-2 h. 338



bagi operasional pegadaian syariah. UU ini menggarisbawahi bahwa prinsip syariah
harus diterapkan dalam semua transaksi, termasuk pegadaian untuk mematikan tidak
adanya riba dan praktik-praktik yang dilarang dalam Islam.*

Kemudian menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian pasal 1 berbunyi “ usaha pegadaian
adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman barang bergerak, jasa tititpan,
jasa taksiran, dan atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan
prinsip syariah”.5

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada system administrasi
modern, yaitu asas rasionalitas, efesiensi dan efektivitas yang diselaraskan dengan
nilai islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang
pegadaian syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi
di bawah binaan divisi usaha PT pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri
yang secara structural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.®
Praktek gadai syariah ini muncul karena atas seleksi pada system gadai yang sudah
berlaku lama yaitu sejak jaman Belanda. Landasan dalam operasionalisasi yang ada
di pegadaian syariah ialah terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.
25/DSN-MUI/111/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang rahn. Yang mana salah satu gaya
terhadap jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat ialah pinjam
meminjam dengan menggadaikan barang sesuai dengan jaminan utang. Adapun
Fatwa Dewan Syariah Nasional Np. 26/DSN-MUI/I11/2002 tentang rahn emas. Yang
mana salah satu gaya terhadap jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan
masyarakat ialah rahn yang mana menahan suatu barang atas jaminan hutang. Serta

pada Fatwa No. 68/DSN-MUI/I11/2008 tentang rahn tasjily yang menerangkan bahwa

* Dinul Isma, “Undang Undang Repbulika Indonesia Nomor 21 Tahun 2008” 3, no. 2 (2008): 54—
67,pdf.

% Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia Tentang Usaha Pergadaian (Nomor 31 /POJK.05/2016),” 2016.

® Wahyu Aji Wibowo C, “jurnal pegadaian syariah,” jurnal pegadaian syariah, 2019, 1-24.



pihak yang berpiutang berhak untuk melakukan tindakan atas barang jaminan yang
masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi ingkar janji.”

Dalam bentuk pinjam meminjam dalam hukum islam vyaitu menjaga
kepentingan pemberi pinjaman, jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, pemberi
pinjaman dibolehkan meminta barang dari pihak peminjam sebagai jaminan
utangnya. Apabila menerima pinjaman itu tidak mampu melunasi utangnya maka
barang jaminan dapat di jual oleh pemberi pinjaman. Konsep tersebut dalam hukum
islam disebut rahn atau gadai. Untuk memperoleh pinjaman uang, salah satu
alternative aman adalah meminjamkan uang pada Lembaga keuangan misalnya
nonbank atau Perum Pegadaian Syariah. Perum pegadaian syariah adalah Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa
penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan menggunakan
prinsip Syariah.

Perusahaan Umum Pegadaian Syariah dalam memberi kredit dilakukan
dengan jaminan benda bergerak yang disebut dengan gadai. Gadai sendiri pernah
dipraktikan oleh Rasulullah saw. kepada seorang yahudi, Rasulullah saw
menggadaikan baju perangnya demi membeli sedikit gandum. Dengan gadai, orang
yang menggadaikan atau pemberi rahn (gadai) tertutupi kebutuhannya tanpa harus
kehilangan harta miliknya.

Adapun pemberian utang atau pemegang gadai (murtahin), selain mendapat
ketenangan dan rasa aman atas haknya, ia juga mendapat keuntungan dari bea sewa
tempat. Namun, agunan dalam syariat gadai adalah amanat, hanya berfungsi sebagai
jaminan utanh pihak yang menggadai. Murtahin dalam hal ini hanya mempunyai hak
kebendaan, tidak boleh memanfaatkan atau menyalahgunakan barang gadai. Selain
itu, murtahin juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga barang jaminan yang
diserahkan dengan baik. Akan tetapi praktiknya, kemungkinan yang dapat timbul,

" Yuyun Juwita Lestari, “Ketentuan Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia,” Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 2 (2021): 117—
26,



seperti bencana alam atau perampokan yang bisa terjadi kapan saja sehingga dapat
mengakibatkan beberapa barang jaminan yang rusak bahkan hilang akibat peristiwa
tersebut atau akibat kelalaian murtahin sewajarnya bartanggung jawab untuk
mengganti kerugiannya.®

Pada dasarnya, pegadaian syariah bertanggungjawab atas hilang atau
rusaknya barang jaminan sesuai dengan prinsip syariah yang mengatur kontrak gadai
(rahn). Jika barang jaminan hilang atau rusak selama masa gadai, pegadaian syariah
harus mengganti kerugian tersebut kepada pemilik barang jaminan. Prinsip ini
didasarkan pada konsep tanggung jawab dan keadilan dalam transaksi syariah. Selain
itu, dalam kontrak gadai syariah, harus ada ketentuan yang jelas mengenai tanggung
jawab pegadaian syariah atas kerugian yang timbul akibat hilang atau rusaknya
barang jaminan, termasuk prosedur penentuan nilai ganti rugi yang adil dan sesuai
dengan prinsip syariah.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pegadaian syariah memiliki
tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi kepentingan pemilik barang
jaminan. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap aturan syariah
yang mengatur transaksi ekonomi. Selain itu, dalam konteks ekonomi syariah,
pertanggungjawaban pegadaian syariah atas hilang atau rusaknya barang jaminan
juga memperkuat kepercayaan dan kestabilan system keuangan syariah. Kepedulian
terhadap resiko dan keadilan dalam menanggung kerugian adalah inti dari peinsip-
prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, pegadaian syariah diharapkan untuk
mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan
perlindungan terhadap barang jaminan serta memberikan kompensasi yang wajar jika
terjadi kerugian.

Secara umum, dalam hukum ekonomi syariah, pertanggungjawaban

pegadaian syariah atas hilang atau rusaknya barang jaminan dipandang sebagai

8 rahman fatur Ahmad dan mapuna daeng hadi, “Tanggung jawab Pegadaian Syariah Atas

Hilangnya Barang Jaminan,” ilmiah mahasiswa hukum ekonomi syariah 2, no. April 2021 (2021):
139-46.



bagian integral dari prinsip-prinsip yang mengatur transaksi ekonomi syariah, dengan
fokus utama pada keadilan, tanggung jawab, kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Tanggung jawab pegadaian syariah atas barang jaminan yang rusak atau
hilang bisa bervariasi tergantung pada peraturan yang berlaku dan ketentuan yang
tercantum dalam kontrak gadai syariah. Namun, secara umum, pegadaian syariah
diharapkan bertanggungjawab secara setara dengan nilai barang jaminan yang rusak
atau hilang. Ini berarti bahwa jika barang jaminan rusak atau hilang selama masa
gadai, pegadaian syariah biasanya harus mengganti kerugian dengan nilai yang setara
dengan nilai barang tersebut pada saat transaksi gadai dilakukan.

Prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar bagi pegadaian syariah meliputi:

1. Prinsip Larangan Riba. Riba, bunga atau keuntungan yang dihasilkan dari
pinjaman uang, dilarang dalam Islam. Sebagai gantinya, pegadaian syariah
menggunakan prinsip profit-sharing (bagi hasil) atau prinsip jual beli yang sah
(valid sale) untuk menentukan biaya pembiayaan.

2. Prinsip Keberpihakan terhadap Aset Riil. Pegadaian syariah cenderung
memberikan pembiayaan yang didukung oleh aset riil, seperti emas, perak,
property, atau barang berharga lainnya. Ini berbeda dengan system keuangan
konvensional yang sering kali didasrkan pada instrument keuangan yang
berbasis bunga.

3. Prinsip Keadilan dan Transparansi. Transparansi dan keadilan sangat
ditekankan dalam operasi pegadaian syariah. Semua transaksi harus dijelaskan
dengan jelas kepada pihak-pihak yang terlibat, dan tidak boleh ada unsur
penipuan atau ketidakadilan dalam prosesnya.

4. Prinsip Tanggung Jawab Sosial. Pegadaian syariah juga diharapkan untuk
mempertimbangkan dampak sosial dari kegiatannya dan berkontribusi pada
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencakup komunitas
tempat mereka beroperasi.

Pegadaian syariah telah berkembang pesat di banyak negara dengan populasi

Muslim yang besar, karena memberikan alternative yang sesuai dengan prinsip-



prinsip agama bagi mereka yang mencari pembiayaan. Meskipun beroperasi
berdasarkan prinsip-prinsip syariah, pegadaian syariah masih tunduk pada regulasi
keuangan yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi.

Oleh karena itu, untuk mengetahui pertanggungjawaban pegadaian syariah
serta dasar dalam menanggung resiko kerusakan atau hilangnya barang jaminan perlu
diadakan penelitian lebih lanjut tentang hal tersebut. Kemudian penulis juga ingin
mengetahui apakah pertanggungjawaban yang dilakukan pegadaian tersebut sudah

sesuai dengan persfektif hukum ekonomi islam.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dikemukakan
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Hal apa yang mendasari terjadinya kehilangan atau kerusakan barang jaminan
gadai?
2. Bagaimana bentuk penanganan pihak pegadaian syariah atas kerusakan atau
kehilangan barang jaminan?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pihak pegadaian syariah atas kerusakan atau
hilangnya barang jaminan gadai berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi

Islam?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang
dikemukakan di atas ialah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kehilangan atau kerusakan barang
jaminan gadai.
2. Untuk mengetahui bentuk penanganan pegadaian syariah atas kehilangan atau
kerusakan barang jaminan gadai.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pegadaian syariah atas hilang atau

rusaknya barang jaminan berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Islam.
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D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah
ilmu pengetahuan dibidang ganti rugi pada umumnya dan khususnya masalah
pertanggungjawaban barang jaminan yang hilang atau rusak di pegadaian
syariah dan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan
mengenai pertanggungjawaban pegadaian syariah serta sebagai referensi bagi
siapapun yang akan melakukan penelitian seputar penelitian ini dan bentuk
penyelesaian atas hilang dan rusaknya barang jaminan dalam pegadaian syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi
direktur, pegawai dan sekaligus segenap pihak-pihak yang terkait dengan
system ganti rugi barang jaminan yang hilang atau rusak pada pegadaian
syariah.

b. Penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi peneliti sendiri pada khususnya
dan bagi pihak yang berkepentingan pada umumnya baik antara pihak
penggadai dengan pihak pemberi gadai. Kemudian hasil dari penelitian
ini diharapkan juga dapat menjadi landasan berpijak untuk mengadakan
perbaikan-perbaikan terhdap sistem ganti rugi barang jamina yang hilan
atu rusak pada pegadaian syariah yang diterapkan di masyarakat yang

tidak sesuai dengan atau menyimpang dari hukum islam yang telah ada.



BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan.

Penelitian yang diteliti oleh peneliti bukanlah penelitian yang pertama kali
yang membahas tentang pertanggung jawaban pegadaian syariah atas hilang atau
rusaknya barang jaminan dalam persfektif hukum islam tetapi ada peneliti terdahulu
yang melakukan penelitian dengan objek yang sama. Sehingga peneliti menemukan
penelitian yang disusun oleh :

1. Tanggung Jawab Pihak PT. Pegadaian (PERSERO) Terhadap Hilangnya
Barang Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah UPS Payung
Pekanbaru, penelitian Suci Rahmawati pada 2020. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa pegadaian syariah tersebut dapat menggantinya dalam
bentuk nominal atau diganti barang yang sama sesuai dengan kesepakatan
nasabah dan pihak pegadaian. Akibat hukum dapat dimaknai sebagai suatu
akibat yang timbul oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan
hukum.®

2. Implementasi Tanggung Jawab Memelihara dan Menyimpan Barang
Jaminan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, penelitian Indar M pada 2021.
Hasil penelitian ini menujukkan penjagaan dan pemeliharaan barang jaminan
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016.
Pegadaian syariah tersebut mempunyai tanggungjawab penuh atas barang
jaminan nasabah. Barang yang digadaikan hanya disimpan, tidak ada upaya
khusus yang dilakukan oleh pegadaian syariah Raden Intan Bandar Lampung

dalam pemeliharaan barang jaminan nasabah. tidak ada kendala yang

9 Rahamawati Suci, “Tanggung Jawab Pihak PT. Pegadaian (PERSERO) Terhadap Hilangnya
Barang Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah UPS Payung Pekanbaru,” Skripsi 01
(2020): 1-74.

11
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dihadapi oleh pegadaian syariah Raden Intan Bandar Lampung dalam
memelihara barang jaminan nasabah. '

Pengelolaan Manajemen Resiko Kehilangan Dan Kerusakan Barang Jaminan
Gadai di PT. Pegadaian Syariah KC Jember, penelitian Harisatur Rofigah
pada tahun 2022. Hasil penelitian ini pertanggungjawaban yang diberikan
Pegadai Syariah KC. Jember yaitu jika terjadi kehilangan atau kerusakan
barang jaminan yang disebabkan oleh kelalaian pihak petugas pegadaian
atau ketidak sengajaan yang disebabkan oleh bencana alam, maka pihak
pegadaian bertanggungjawab untuk memperbaiki barang yang rusak dan
pihak pegadaian akan mengganti barang yang hilang sebesar 120% dari nilai
taksiran barang jaminan.*

Praktik Penetapan Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai di
Pegadaian Syariah Pinrang Perspektif Hukum Islam, penelitian Ryan Rezky
Jayarusadi pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
tinjauan hukum Islam tentang penetapan besarnya biaya penyimpanan dan
perawatan barang gadai di pegadaian syariah Kabupaten Pinrang
diperbolehkan oleh hukum Islam. Sistem akad dan prosesnya dilakukan
sesuai syara’ dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.*?

19 INDRA Muhammad, OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR PERGADAIAN ( Studi Pada
Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung ) PERGADAIAN ( Studi Pada Pegadaian Syariah
Raden Intan Bandar Lampung ), Skripsi, 2021.

' Harisatur Rofiqah, “Pengelolaan Manajemen Risiko Kehilangan Dan Kerusakan Barang Gadai
Di PT. Pegadaian Syariah KC. Jember.,” Skripsi 1-96, no. 8.5.2017 (2022): 2003-5, www.aging-

us.com.

12 Ryan Rezky Jayarusadi, “Praktik Penetapan Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai
di Pegadaian Syariah Pinrang Perspektif Hukum Islam” 2507, no. 1 (2020): 1-80,.
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Mapping Penelitian Relevan

No Nama Judul Penelitian | Metodologi Hasil Penelitian
Peneliti Penelitian
1 | Suci Tanggung Jawab | Penelitian Pegadaian syariah tersebut
Rahmawati | Pihak PT. hukum dapat menggantinya
(2020) Pegadaian sosiologis dalam bentuk nominal
(PERSERO) atau diganti barang yang
Terhadap sama sesuai dengan
Hilangnya kesepakatan nasabah dan
Barang Jaminan pihak pegadaian. Akibat
Gadai Di PT. hukum dapat dimaknai
Pegadaian sebagai suatu akibat yang
(PERSERO) timbul oleh adanya suatu
Syariah UPS perbuatan hukum dan/atau
Payung Sekaki hubungan hukum.
Pekanbaru
2 | IndraM Implementasi Penelitian Hasil penelitian ini
(2021) Tanggung Jawab | Kualitatif menujukkan penjagaan
Memelihara Dan | deskriptif dan pemeliharaan barang

Menyimpan
Barang Jaminan
Berdasarkan
Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan Nomor
31/PJOK.05/2016

jaminan berdasarkan
Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor
31/POJK.05/2016.
Pegadaian syariah tersebut
mempunyai

tanggungjawab penuh atas




14

Tentang Usaha

Pergadaian

barang jaminan nasabah.
Barang yang digadaikan
hanya disimpan, tidak ada
upaya khusus yang
dilakukan oleh pegadaian
syariah Raden Intan
Bandar Lampung dalam
pemeliharaan barang
jaminan nasabah. tidak
ada kendala yang dihadapi
oleh pegadaian syariah
Raden Intan Bandar
Lampung dalam
memelihara barang

jaminan nasabah.

Harisatur
Rofigah
(2022)

Pengelolaan
Manajemen
Risiko
Kehilangan Dan
Kerusakan
Barang Gadai Di
PT. Pegadaian
Syariah KC.

Jember.

Penelitian
kualitatif dan
penelitian jenis
etnografi

komunikasi

Hasil

pertanggungjawaban yang

penelitian ini

diberikan Pegadai Syariah
KC.

terjadi

Jember vyaitu jika

kehilangan atau
kerusakan barang jaminan
yang disebabkan oleh

kelalaian pihak petugas

pegadaian atau ketidak
sengajaan yang
disebabkan oleh bencana
alam, maka pihak

pegadaian
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bertanggungjawab  untuk
memperbaiki barang yang
rusak dan pihak pegadaian
akan mengganti barang
yang hilang sebesar 120%

dari nilai taksiran barang

jaminan.
Ryan Praktik Biaya Penelitian Hasil penelitian ini
Rezky Penyimpanan dan | pendekatan menunjukkan bahwa
Jayarusadi | Perawatan Fenomenologi | tinjauan  hukum Islam
(2020) Barang Gadai di tentang penetapan
Pegadaian besarnya biaya
Syariah Pinrang penyimpanan dan

Perspektif

Hukum Islam

perawatan barang gadai di
pegadaian syariah
Kabupaten Pinrang
diperbolehkan oleh hukum
Islam. Sistem akad dan
prosesnya dilakukan
sesuai syara’ dan sesuai
kesepakatan kedua belah

pihak.




16

B. Tinjauan Teoritis
1. Teori Rahn
Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso gadai adalah hak yang
diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang
bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang
mempunyai utang oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang
yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk
menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila
pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya.*®
a. Dasar hukum rahn (gadai)

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Al-
Qur’an, hadis Nabi Muhammad saw., ijjma’ ulama, dan fatwa MUI. Hal ini dimaksud,
diungkapkan sebagai berikut:

1. Al-Qur’an
QS. Al-Bagarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam

membangun konsep gadai adalah sebagai berikut.

33205 sy Sy 5 O Rin B 5 6 34 3 i e S0
””\mbwggs;\.@.ﬂ.\\ ,_‘,S;} /Yj mjd\dﬁdj(”\,\w) 5,\3\

e Gyl oy 4y

Terjemahnya:
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermua’amalah tidak secara tunai) sedang
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian

13 Pengaruh Pendapatan et al., “Pengaruh Pendapatan Terhadap Pembiayaan Gadai (Rahn) Pada
Pegadaian Syariah Way Halim 2016-2018,” Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya 5, no. 2 (2020),
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kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (utangnya).

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis berpendapat bahwa ayat Al-Qur’an diatas
adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak
melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain,
dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang.

Selain itu, Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis mengungkapkan bahwa rahn
dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan musafir
(perjalanan), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara
(ada orang yang menuliskannya) da nada orang yang menjadi saksi terhadapnya.
Bahkan ‘Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan rahn, prinsip kehati-hatian
sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian
seseorang. Sekalipun demikian, murtahin (penerima gadai) juga dibolehkan tidak
menerima marhun (barang jaminan) dari rahin (pemberi gadai), dengan alasan bahwa
ia meyakini pemberi gadai tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab,
substansi dalam peristiwa rahn adalah untuk menghindari kemudaratan yang
diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika
keduanya melakukan transaksi utang piutang.**

Landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan (borg) adalah firman
Allah swt. dalam QS. Al-Mudatsir (74) ayat 38 di bawah ini.

Terjemahnya:

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.”

4 Qusnatul Uma, “Penerapan Fatwa DSN No: 68/DSN-MUV/iii/2008 tentang RHAN TASJILY
dalam Masa Perjanjian Pembiayaan ARRUM BPKB (Studi di Pegadaian Syariah cabang Pasar Legi
Jombang)” (2020), http://etheses.iainkediri.ac.id/2284/3/931201014 bab2.pdf.



18

2. Hadis Nabi Muhammad saw.
Dasar hukum yang kedua untuk menjadikan rujukan dalam membuat
gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw., yang antara lain diungkapkan

sebagai berikut:

.A.\::\.L\.A;Jm\_ud; uad.usl\}ug)l\e.m).a\mhﬁ\md\aw‘ﬁ\uhh\)&\
\GJ‘ASAJ\U\L@_';M@AJ@L;U;AyY\uhem\}\dus;dJ\u
wd)m\eluj‘\.ché\_m.‘s))d;\é\b\.’.btgj}@

Artinya:

Dari Abdul Wahid dari Al A’masy dia berkata: Kami membicarakan masalah

gadai dan memberi jaminan dalam jual beli system salam salaf di samping

Ibrahim. Maka lbrahim berkata: Al Aswad telah menceritakan kepada kami

dari Aisyah ra. bahwa Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi

hingga waktu yang ditentukan (tidak tunai) dan menggadaikan baju besinya.

(HR. Bukhari).

3. Ijma’Ulama
Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini

dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. yang menggadaikan baju
besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga
mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. tersebut, ketika beliau beralih
dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seseorang
Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak
mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun
harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional
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Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

menjadi salah satu rujukan yang berkenan gadai syariah, di antaranya dikemukakan

sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-
MUI/111/2002, tentang Rahn.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-
MUI/111/2002, tentang Rahn Emas.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-
MUI/1V/2000, tentang Pembiayaan ljarah.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:10/DSN-
MUI/111/2000, tentang Wakalah.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No0:43/DSN-
MUI/V111/2004, tentang Ganti Rugi.™

Dasar hukum gadai juga dapat dilihat pada peraturan perundang-

undangan sebagai berikut:

1)
2)

3)

4)

Pasal 1150 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdata.

Peraturan Pemerintahan Nomor 7 tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan
Pegadaian.

Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
Peraturan Pemerintahan Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum
(Perum) Pegadaian. Badan hukum Perusahaan Umum (Perum) pegadaian

telah diganti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).*®

b. Rukun dan Syarat sah Gadai

1> Universitas Islam et al., “Pegadaian syariah,” Lembaga dan Instrumen Keuangan Syariah,
2021, 1-20.

16 Jefry Tarantang et al., Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia, Journal of
Chemical Information and Modeling, 2019.
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Kebanyakan ulama berpendapat bahwa rukun gadai ada empat macam
yaitu pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin), barang jaminan (marhun)
dan sighat (ijab dan gabul). Namun menurut Hanafiyah yang menjadi rukun gadai
hanya satu yaitu ijab dan gabul antara rahin dan murtahin. Karena sighat menurut
Hanafiyah merupakan hakikat dari sebuah transaksi, selain sighat bukanlah termasuk
rukun melainkan syarat dalam transaksi.

Salah satunya, dalam kitab Figh Sunnah karangan Sayyid Sabiq
menyebutkan akad gadai baru dianggap sah ketika sudah memenuhi syarat gadai
sebagai berikut, para pihak yang melangsungkan akad haruslah orang yang sudah
baligh, berakal sehat, barang yang dijadikan jaminan harus ada pada saat akad
berlangsung dan dapat diserahkan seorang rahin kepada murtahin.'” Dalam pasal 330
Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) juga disebutkan bahwa pihak yang
melakukan akad gadai harus orang yang cakap hukum. Maksud cakap hukum disini
berarti berakal, baligh atau sudah dewasa dan tidak dalam paksaan. Adapun syarat
gadai itu sendiri melekat pada rukunnya.

a. Rahin (orang yang menggadaikan) disyaratkan harus orang yang berakal, sudah
dewasa, bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan.

b. Murtahin (orang/lembaga yang menerima gadai) disyaratkan harus
orang/lembaga yang cakap bertindak menurut hukum syara’. Seperti syarat
terdapat pada rahin.

c. Marhun (barang yang dijadikan jaminan) disyaratkan harus berupa barang yang
bisa diperjual belikan, bernilai, bisa dimanfaatkan menurut syara’, dapat
diketahui fisiknya dan benda itu sepenuhnya milik rahin (orang yang
menggadaikan).

d. Marhun bih (utang) disyaratkan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya dan
utang tersebut harus bisa diketahui jumlahnya.

7 sayyid Sabiq, Figih Sunnah (Republika, 2017).
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e. Sighat (ijab dan gabul) disyaratkan tidak boleh terikat dengan waktu tertentu dan

sesuatu masa depan.

Para ulama Hanafiyah, juga memberikan persyaratan terkait dengan syarat

gadai sebagai berikut ;

1)

2)
3)

4)

Sighat dapat dilakukan dalam bentuk tulisan maupun lisan asalkan
didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara kedua belah
pihak.

Pihak-pihak yang berakad harus orang yang cakap hukum menurut syara’.
Barang yang dijadikan sebagai jaminan haruslah milik pemberi gadai dan
barang itu harus ada pada akad perjanjian gadai.

Dalam perjanjian gadai ini haruslah berupa utang yang tetap bukan utang
bertambah-tambah. Utang tersebut merupakan hak yang wajib dikembalikan
kepada rahin kepada murtahin serta utang tersebut bisa dilunasi dengan
barang jaminan apabila pemberi gadai tidak bisa lagi melunasi utangnya.*®

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka

dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai diuraikan sebagai berikut:

a)

b)

Shighat, syarat shighat boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang
akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan
tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak
penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika
syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan.

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian
bahwa pihak rahin dan mahrun cakap melakukan perbuatan hukum, yang
ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.
Menurut machab Hanafi, anak kecil yang mumayyiz, yang sudah dapat
membedakan sesuatu baik dan buruk, maka ia dapat melakukan akad rahn

18 Adanan Murroh Nasution, “Gadai Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam,” Jurnal Hukum
Ekonomi 5, no. 2 (2019): 135-49.
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dengan syarat akad rahn yang dilakukan mendapatkan persetujuan dari

walinya.

c) Marhun Bih (utang) mempunyai pengertian bahwa: utang adalah kewajiban
bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang,
merupakan barang yang dapat dimanfaatkan jika tidak bermanfaat maka tidak
sah, barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

d) Mahrun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau
wakilnya, sebagai jaminan utang. para ulama menyepakati bahwa syarat yang
berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat
diperjual belikan yang ketentuannya adalah:

(@) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan
syariat islam, sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat
dimanfaatkan menurut syariat islam maka tidak dapat dijadikan agunan.

(b) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya
utang.

(c) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara
spesifik).

(d) Agunan itu milik dah debitur.

(e) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain,
baik sebagian maupun seluruhnya).

(F) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.

(9) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun

manfaatnya.*®

2. Teori Tanggungjawab
a. Pengertian Tanggung Jawab

19 Qusnatul Uma, “Penerapan Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/iii/2008 tentang RHAN TASJILY
dalam Masa Perjanjian Pembiayaan ARRUM BPKB (Studi di Pegadaian Syariah cabang Pasar Legi
Jombang)” (2020), bab2.pdf.
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Menurut Emmanuel Levinas bahwa tanggung jawab kepada yang lain
adalah pertama dan utama. Tanggung jawab ini tidak bersifat kontraktual atau timbal
balik, tetapi merupakan tuntutan mutlak yang mengharuskan kita untuk selalu
merespons kebutuhan dan penderitaan yang lain.?

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala
sesuatunya atau fungsinya menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri
atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggungjawab menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi
sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus
hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu liability (the state of being
liable) dan respondibility (the state of fact being responsible).

Dalam islam, tanggungjawab dikenal dengan istilah Mas uliyah
.Mas 'uliyah atau Accoutanbility ialah prinsip yang menurut seorang pekerja supaya
senantiasa berwaspada dan bertanggungjawab atas apa yang dilakukan atau
dibelanjakan karena mereka akan di periksa dan dipersoalkan bukan sekedar di dunia
malah di hari pembalasan. Tanggung jawab meliputi beberapa aspek, yakni:

1. Tanggungjawab antara individu dengan individu (mas ‘uliyyah alafrad)

2. Tanggungjawab dengan masyarakat (mas uliyyah al-mujtam’) serta

3. Tanggungjawab pemerintah (mas uliyyah al-daulah), tanggungjawab ini
berkaitan dengan baitul mal. Manusia dengan masyarakat diwajibkan
melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat
secara keseluruhan. Tanggungjawab dengan masyarakat inilah yang berhubungan
dengan tanggungjawab perusahaan ekspedisi terhadap proses pengitiman barang.
Karena tanggungjawab ini berhubungan dengan masyarakat luas dan tak

terhingga,

20 Kosmas Sobon, “Etika Tanggung Jawab Emmanuel Levinas,” Jurnal Filsafat 28, no. 1 (2018):
47,.
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Tanggungjawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia
bertanggungjawab karena menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya. la
menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbannaya.
Apabila ditelaah lebih lanjut, tanggungjawab merupaan kewajiban atau beban yang
harus dipikul atau dipenuhi, sebagai akibat perbuatan kita kepada orang lain, atau
sebagai akibat dari perbuatan pihak lain kepada kita.

Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan
manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggungjawab. Apabila ia
tidak mau bertanggungjawab, maka ada pihak lain yang memaksa tanggung jawab
itu. dengan demikian tanggungjawab itu dapat dilihat dari sua didi yaitu sisi yang
berbuat dan sisi yang memiliki kepentingan dari pihak lain. Dari sisi si pembuat ia
harus menyadari akibat perbuatannya itu dengan demikian ia sendiri pula yang harus
memulihkan kedalam keadaan baik. Dari sisi pihak lain apabila si pembuat tidak mau
bertanggungjawab, pihak lain yang akan memulihkan baik dengan cara individual
maupun dengan cara kemasyarakatan.**

Dalam konteks pegadaian syariah, teori tanggung jawab mengacu pada
kewajiban entitas pegadaian syariah untuk bertindak secara bertanggung jawab
terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi gadai, termasuk pemilik barang
jaminan, peminjam, dan masyarakat secara umum. Beberapa aspek teori tanggung
jawab dalam pegadaian syariah meliputi:

1. Tanggung Jawab terhadap Pemilik Barang Jaminan, Pegadaian syariah
memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan integritas barang jaminan
yang diserahkan oleh pemiliknya. Mereka harus mengambil langkah-langkah
yang wajar untuk mencegah kerusakan atau kehilangan barang tersebut

selama masa gadai.

2! Arasy Ayu Setiamy dan Etika Deliani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab
PT.Merpati Lintas Cakrawala JNE Cabang Mataram Dalam Pengiriman Paket Barang, vol. 2, 2019.
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2. Tanggung Jawab terhadap Peminjam, Pegadaian syariah juga memiliki
tanggung jawab untuk memberikan layanan yang adil dan transparan kepada
peminjam. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas tentang ketentuan
kontrak gadai, prosedur penilaian barang jaminan, dan hak serta kewajiban

peminjam.

b. Dasar Hukum Tanggung Jawab

Tanggung jawab telah dijelaskan dalam surah An-Nisa’: 58
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Terjemahnya:
“Sesungguhnya Allah menuruh kamu menyampaikan amanah kepada
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah
kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.”

Makna dari ayat diatas yakni dijelaskan secara detail tentang amanat
kepada yang berhak. Pengertian ‘’amanat” dalam ayat ini adalah sesuatu yang
dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata
“amanat” dengan pengertian ini sangat luas, meliputi “amanat” Allah SWT kepada
hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri.
Amanat Allah SWT terhadap hamba-Nya yang harus dilaksanakan antara lain;

melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Semua
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nikmat Allah SWT berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk tagarrub
(mendekatkan diri) kepada-Nya.*
c. Macam-Macam Tanggung Jawab
Kita telah mengetahui bersama bahwa manusia itu adalah makhluk yang
selalu dapat berintraksi dengan lingkungan yang ditempatinya. Dengan demikian
dimana manusia berada secara tidak langsung manusia dituntut untuk
bertanggungjawab atas apa yang ada pada lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu ada
beberapa tanggungjawab yang perlu diketahui dalam kehidupan manusia, dalam hal
ini penulis mengupas tanggungjawab menurut islam, diantaranya adalah sebagai
berikut:
1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri
Tanggungjawab pada diri sendiri berkaitan dengan kewajiban yang
mendasar pada diri pribadi. Manusia dalam hidup dan kehidupannya sangat
membutuhkan bantuan manusia lain, manusia dilahirkan dalam keadaan suci
tanpa dosa bagaikan selembar putih yang belum tergores noda tinta sedikitpun.
Dengan demikian pada dasarnya perbuatan baik dan buruk ada pada manusia,
kendatipun telah ada gadha dan gadar Allah sebagai khalik, namun manusia
mampu merubah sikap dan perbuatan tersebut dengan ikhtiarnya yang ada.
2. Tanggung jawab terhadap masyarakat
Kehidupan manusia akan terasa hampa jika tidak ada orang lain yang dapat
membantu, menolong dan menghibur. Antara individu dengan individu lainnya
hendaknya terjalin manusia membutuhkan komunikasi dengan manusia lain.
3. Tanggung jawab terhadap tuhan.
Manusia adalah makhluk yang mulia dibandingkan dengan makhluk ciptaan
Tuhan lainnya, dimana kedudukan manusia di muka bumi adalah sebagai
khalifah. Firman Allah dalam surah Al-Bagarah (2) : 30 sebagai berikut.

%2 Setiamy dan Deliani.
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Terjemahnya:

“Sesungguhnya aku sempat menjadikan seorang khalifa di muka bumi ini,
mereka berkata “Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifa) di bumi itu
orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpakan darah.
Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan
engkau?” Tuhan berfirman “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak

kamu ketahui”

Makna dalil diatas menunjukkan bahwa keberatan manusia diangkat Allah
sebagai khalifa diatas makhluk lainnya. Kendatipun demikian manusia tidak
lepas dari tanggung jawabnya kepada Tuhan atas semua perbuatannya, sebab
kebesaran manusia masih dalam kekuasaan Allah. Semua pekerjaan dan usaha
yang dilakukan manusia seluruhnya harus dipertanggungjawabkan kepada
Tuhan.

Tanggung jawab kepada Tuhan menurut kesadaran manusia adalah untuk
memenuhi kewajiban dan pengabdiannya kepada Tuhan Yang maha Esa. Sebagai
makhluk ciptaan Tuhan, manusia harus bersyukur atas karunia-Nya yang
menciptakan manusia dan memberikan rizki-rizki kepadanya.

. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas

Bekerja adalah bagian dari kewajiban setiap manusia untuk menafkahi
hidupnya sendiri maupun kehidupan berkeluarga. Sedangkan pekerjaan atau
profesi ada berbagai macam, namun hal ini penulis lebih menekankan kepada
pekerjaan jasa khususnya dibidang jasa pegadaian. Setiap perusahaan jasa
pegadaian harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya terhadap apa yang

dititipkan oleh pengguna jasa agar tidak terjadi kesalahan saat mengerjakan
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tugasnya seperti kesalahan kerusakan atau kehilangan barang jaminan. Sehingga
pengguna jasa tidak merasa dirugikan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku
usaha.

Islam telah mengajarkan kepada umatnya agar dalam mengerjakan suatu
pekerjaan haruslah dilakukan dengan kerja keras yang baik dalam kepentingan
dunia maupun akhirat. Orang-orang yang melakukan suatu pekerjaan karena
adanya ikatan dengan orang lain disebut pekerja. Pekerja yang baik adalah yang
dapat melakukan pekerjaannya mendekati sempurna. Orang yang melakukan

ikatan berarti ia telah melakukan pekerjaan.?®

3. Teori Keadilan

a. Pengertian Keadilan
John Rawls berpendapat bahwa keadilan dalam institusi sosial adalah

kebajikan dan kebenaran tertinggi dalam system pemikiran. Kalimat ini menekankan
aturan yang lebih sederhana dan elegan. Artinya jika tidak sesuai dan tidak selaras
dengan keadilan, maka harus diubah maupun ditolak, karena hukum atau lembaga
adalah bagian yang mengatur untuk mencapai keadilan. Hukum yang menyimpang
dari keadilan akan mengarah pada kesewang-wenangan dan penindasan secara
terstruktur. Keadilan tidak dapat dinegosiasikan atau ditawar sesuai dengan prinsip
keadilan yang dikemukakan Rawls, karena keadilan itu mutlak dan tak tergantikan.
Karena teori keadilan Rawls diselingi dengan kritiknya terhadap kegagalan teori yang
berkembang sebelumnya, membuat teori keadilan yang dikemukakan Rawls menjadi
yang paling banyak diperdebatkan oleh para ahli.*

Bagi Rawls, keadilan diputuskan di balik veil of ignorance yakni prinsip

dalam masyarakat untuk tidak memiliki jenis pengetahuan tertentu yang mungkin

2 Setiamy dan Deliani.

2 Alifa Cikal Yuanita, “Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam
Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri,”
Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities 3, no. 2 (2022): 130.
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membuat proses tawar-menawar menjadi tidak adil. Setiap pihak diandaikan tidak
memperhitungkan posisi yang mereka pegang dalam masyarakt. Oleh karena itu,
perlu disadari dua hal penting. Pertama, setiap pihak sepakat untuk tunduk pada
keadaan setara. Kedua, setiap pihak memahami tentang teori ekonomi, organisasi
sosial dan psikologi manusia. Veil of ignorance berfungsi untuk memastikan bahwa
sejak awal tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan dalam pilihan prinsip
kesetaraan. Posisi awalnya adalah berupa status quo yang sesuai dan dengan
demikian kesepakatan mendasar dicapai secara adil.

Beberapa prinsip untuk mencapai keadilan menurut Rawls adalah: Pertama,
keadilan procedural murni. Dalam keadilan procedural murni tidak ada standar untuk
memutuskan apa yang adil selain dari prosedur itu sendiri. Keadilan berlaku bukan
pada hasil atau tujuannya tetapi pada sistemnya. Rawls mengembangkan konsep
kesempatan yang sama sebagai prinsip keadilan. Oleh karena itu, pada posisi awal
struktur dibangun melalui pilihan prosedur. Kedua adalah metode penilaian yang
disebut keseimbangan reflektif.metode ini melibatkan pengujian deskriptif posisi
awal dengan melihat apakah ia menghasilkan prinsip-prinsip yang benar-benar cocok
dengan keyakinan akan keadilan.?

Prinsip keadilan mengharuskan pegadaian syariah untuk bertanggung jawab
secara adil dalam menangani situasi kehilangan atau kerusakan barang jaminan.

Pembagian kerugian harus sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

4. Teori Mediasi
Menurut Syahrizal Abbas Mediasi secara bahasa latin “mediare” memiliki
makna menengahi, peran mediator sebagai sisi penengah mempunyai tugas

menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak yang berperkara, serta bersifat

% Oinike Natalia Harefa, “Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John
Rawls dan Reinhold Niebuhr,” SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains,
Humaniora dan Kebudayaan 13, no. 1 (2020): 39-47.
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netral dan tidak memihak pada salah satu pihak.*® Mediasi memiliki tiga unsur,
adapun unsur pertama adalah suatu proses penyelesaian perselisihan dua pihak atau
lebih pihak yang berperkara. Kedua, dalam penyelesaian perselisihan pihak yang
terlibat dari luar yang bersengketa. Ketiga, adapun pihak yang terlibat penyelesaian
perkara berperan sebagai penasihat serta tidak mempunyai kewenangan apa-apa
terhadap pemgambilan keputusan.

Tujuan dari mediasi untuk memecahkan/menuntaskan pertikaian atau konflik
yang terjadi antar pihak yang bertikai dengan terlibatnya pihak penengah yang tidak
memihak pihak siapapun, hanya menjembatani para pihak pada wujud kesepakatan
yang damai. Dengan begitu dapat dirasakan manfaatnya, apabila diselesaikan secara
adil dan saling menguntungkan.

Adapun keuntungan dari dilakukannya mediasi adalah sebagai berikut:

1) Diharap dapat mengurangi masalah pemupukan perkara.

2) Dapat memfokuskan perhatian para pihak yang bersengketa pada kepentingan
secara nyata dan kebutuhan emosi mereka, sehingga tak tertuju pada hak-hak
hukum.

3) Memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses
serta hasil.

4) Menghasilkan dan menciptakan salin pengertian diantara para pihak yang
bersengeketa atas keputusan yang menjadi keputusan mereka.

5) Dapat meniadakan masalah ataupun perselisihan antara pihak bertikai yang
mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim
di pengadilan atau lembaga arbitrase.

6) Memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan

informal dalam menyelesaikan perselisihan.

% Syahrizal Abbas, Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional (Jakarta:
kencana, 2009).2
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Terdapat 3 tahap mediasi yaitu:

1) Tahap Pra Mediasi
Mediator membuat, mempersiapkan sebelum dimulainya mediasi. Tahap ini
suatu penentu jalan atau tidaknya proses mediasi di tahap berikutnya.
Beberapa langkah yang dilakukan mediator, diantaranya; membentuk rasa
percaya diri, memberi kabar pada yang berperkara, mencari tahu
permasalahan perkara serta menginfokan kabar awal mediasi, tertuju waktu
yang akan datang, mengoordinasikan yang berselisih, waspada mengenai
sikap kebiasaan masyarakt terhadap hukum, kesepakatan waktu dan lokasi,
dan mewujudkan perasaan aman untuk kedua belah pihak untuk bertemu dan
membicarakan perselisihan mereka.

2) Tahap Proses Mediasi
Tahap para pihak yang berperkara telah bertatap muka antara keduanya, dan
memulai proses mediasi. Adapun beberapa langkah diantaranya; sambutan
awal oleh mediator, presentasi pihak yang konflik dan pemaparan serta
klarifikasi penjelasan dari pihak yang berkonflik, diskusi dan negosiasi
permasalahan yang disepakati, menciptakan alternative lain, mendapati poin
sepakat dan merumuskan hasil berunding, mencatat dan membacakan ulang

kesepakatan, dan mengakhiri mediasi.?’

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah atas Hilang
atau Rusaknya Barang Jaminan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Cabang
Jampu’e Kab. Pinrang), maka penelitian ini memberikan penjelasan dari beberapa
kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggung Jawaban

" Abbas.7
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Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi
menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindak sendiri atau pihak lain.
Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas
perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu
dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang
yang dapat menilai, menentukan kehendaknya, tentang perbuatan tindak pidana yang
dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk adanya
pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat
dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai
pembuat untuk suatu tindak pidana.

2. Pegadaian Syariah.

Pegadaian merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang
diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah ke bawah yang
membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana ini digunakan untuk membiayai
kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak.?® Kemudian pegadaian syariah
adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
dalam layanan pembiayaan jaminan gadai. Tujuan utama dari pegadaian syariah
adalah memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan cara yang sesuai dengan
ajaran islam.

3. Hilang atau Rusak.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia hilang berarti tidak ada lagi, lenyap,
tidak kelihatan. Sehingga hilang dapat didefnisikan sebagai sesuatu yang tadinya ada
baik berwujud ataupun tidak menjadi tidak ada dan menyebabkan perasaan
kehilangan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia rusak berarti mengalami

kerusakan, tidak utuh, atau tidak berfungsi dengan baik. Sehingga dapat didefinisikan

%8 Afiqah Dahniaty, “Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah Dan Lembaga
Keuangan Mikro Syariah),” Tesis, 2021, 1-86.
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rusak adalah kondisi di mana suatu objek atau system mengalami kerusakan atau
cacat sehingga tidak berfungsi dengan baik.?

Hilang atau rusak merujuk pada kondisi di mana suatu barang tidak lagi
dapat ditemukan atau mengalami kerusakan yang signifikan sehingga tidak dapat
digunakan sesuai dengan fungsinya. Dalam konteks pegadaian atau gadai, istilah
hilang atau rusak sering kali digunakan untuk menggambarkan kondisi barang
jaminan yang telah diserahkan kepada pihak pegadaian sebagai jaminan untuk
mendapatkan pembiayaan.

Jika barang jaminan mengalami hilang atau rusak selama masa gadai, hal ini
dapat memiliki konsekuensi yang signifikan bagi pihak-pihak yang terlibat. Bagi
pemilik barang jaminan, kerugian tersebut berarti kehilangan nilai barang tersebut.
bagi pegadaian, hal ini dapat berarti risiko kehilangan jaminan atau harus mengganti
kerugian kepada pemilik barang jaminan.

4. Barang

Barang merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga bisa dilihat, diraba
atau disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan diperlakukan fisik
lainnya. Barang merupakan objek material yang dapat memiliki nilai dan digunakan
untuk keperluan atau pertukaran.*® Barang merujuk kepada segala benda fisik yang
memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan. Dalam konteks transaksi gadai
atau pegadaian, barang jaminan adalah barang yang diberikan oleh peminjam kepada
pegadaian sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan. Barang tersebut menjadi
hak kepemilikan pegadaian selama masa gadai dan akan dikembalikan kepada
peminjam setelah pembiayaan lunas atau dapat dijual oleh pegadaian untuk
mendapatkan pembayaran atas pembiayaan yang diberikan.

5. Jaminan

¥ Rommy Trendy Kharisma dan Andri Sahata, “Implementasi Layanan Pengaduan dan
Kehilangan Barang Melalui Aplikasi L & F,” Elibrary Unikom, 2019,

%0 Nanang Durahman dan Sirojul Munir, “Sistem Informasi Inventaris Data Barang Di Pt Nata
Bersaudara Sejahtera Menggunakan Metode Garis Lurus,” Jurnal Teknik Informatika 7, no. 1 (2019):
1-6.
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Jaminan adalah harta yang ditempatkan sebagai agunan untuk pembayaran
atau kesanggupan atas suatu kewajiban. Aset ini adalah milik peminjam, dan jika
peminjam gagal memenuhi kewajibannya, aset ini akan diambil alih oleh pihak bank
dan dijual untuk memenuhi perjanjian kontraknya. Jaminan yang biasanya dapat
digunakan sebagai agunan kredit ialah barang dagangan, surat berharga, aktiva tidak
berwujud, dan hasil usaha. Pada pemberian kredit, rumah yang dibeli dijadikan
agunannya. Jaminan juga dapat berupa aset yang didanai, seperti kredit dijamin
dengan persediaan atau piutangnya.

Dalam transaksi gadai atau pegadaian, jaminan adalah barang yang
diserahkan oleh peminjam kepada pegadaian sebagai jaminan untuk mendapatkan
pembiayaan. Jaminan ini menjadi menjadi hak kepemilikan pegadaian selama masa
gadai, dan jika peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran, pegadaian
memiliki hak untuk menjual atau menyita jaminan tersebut untuk mendapatkan
pembayaran atas pembiayaan yang diberikan.

Adapun kegunaan jaminan adalah untuk:

a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari
agunan apabila debitur melakukan janji, yaitu untuk membayar kembali
utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai
usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya
dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau
sekurang-kurangnya untuk berbuat demikian dapat diperkecil.

c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janji khususnya
mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah
disetujui agar debitur dan atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak
kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan.*

%! Veithzal Rivai, “Perbankan dan Masalah Kredit,” Islamic Finansial Management, 2008,
hlm. 666-667.
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6. Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang,
pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang,
lebar, dan tinggi) pada bidang datar.*

Menurut pemahaman masyarakat Hukum Ekonomi Syariah memiliki arti
Hukum Ekonomi Islam yang sumbernya diperoleh dari sistem ekonomi Islam yang
berkembang di masyarakat. Dimana system ekonomi Islam dalam masyarakat adalah
pelaksanaa fikih muamalah di bidang ekonomi secara umum. Walau begitu, agar
pelaksanaan ekonomi Islam atau ekonomi syariah teratur maka diperlakukan hukum
yang mengaturnya agar tercipta tertib hukum dan tidak terjadi sengketa ekonomi
syariah, kalaupun terjadi sengketa ada panduan penyelesaiannya melalui hukum yang
sudah dibentuk. Maka disini sudah jelas, system ekonomi Islam atau system ekonomi
syariah membutuhkan Hukum Ekonomi Syariah untuk menjadi panduan interaksi

ekonomi dalam masyarakat muslim yang madani.*

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir berisi alasan atau argumentasi ilmiah deduktif sehingga
dengan mengikuti alasan itu secara logika dapat dimulai dari masalah sampai pada
hipotesis penelitian. Setiap masalah mempunyai segmentasi sendiri untuk sampai ke
hipotesis yang merupakan inti dari permasalahan.®* Dan kerangka pikir ini dijadikan
sebagai acuan agar dapat memberikan kemudahan bagi peneliti dalam melakukan

penelitian dan fokus terhadap masalah yang hendak diteliti. Adapun kerangka pikit

%2 Nurul Fitriyah, “Pengertian Persepektif,” Repository.lainkudus.Ac.Id 4, no. 1 (2021): v—77.

% Itsna Nur Muflikha et al., “The Investment of Sharia Shares in Indonesia Stock Exchange
Representative in Sharia Law Economic Perspective,” Demak Universal Journal of Islam and Sharia 1,
no. 01 (2023): 27-36,

% Duma Elisabeth, “Analisis Fungsi Dan Tujuan Internal Auditor Dalam Pelaksanaan
Pengendalian Intern Untuk Memaksimalkan Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Salah Satu BUMN
di Kota Medan),” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist 2 (2019): 131-40.
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dari penelitian “Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya

Barang Jaminan Dalam Perspektif

Hukum Islam (Pegadaian Syariah Cabang

Abbanuang Kab. Pinrang).” Digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.

/ Pertanggung Jawaban Pegadaian
Syariah Atas Hilang Atau
Rusaknya Barang Jaminan Dalam
Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah (Pegadaian Syariah
Cabang Jampu’e Kab. Pinrang).

\
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Menurut Emmanuel Levinas
bahwa tanggung jawab kepada
yang lain adalah pertama dan
utama.

John Rawls bernendanat bahwa

/Pertanggungjawaban \

pegadaian syariah atas hilang
atau rusaknya barang jaminan
dalam perspektif hukum islam
dan bentuk penanganan
pegadaian syariah serta faktor
utama yang mendasari
terjadinya kehilangan atau
kerusakan barang jaminan

Kgadai. /

A\ 4

menurut Sigit Triandaru dan \

Totok Budisantoso gadai
adalah hak yang diperoleh
seorang yang mempunyai
piutang atas suatu barang
bergerak.
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BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis normatif. Menurut Soejorno Soekanto pendekatan yuridis
normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan
penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan mrtode penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif, secara sederhana dapat dipahami sebagai jenis penelitian yang temuan-
temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic dan lebih pada bagaimana
peneliti memahami dan menafsirkan makna peristiwa, interaksi, maupun tingkah
subjek dalam situasi tertentu menurut perpektif penelitinya. Jenis penelitian lapangan
(field research) adalah peneliti turun langsung kelapangan untuk mengadakan
pengamatan, penelitian, dan mencari informasi guna mendapatkan data-data yang
akurat terkait dengan pembahasan penelitian.

Menurut Moleong 2013 mendefinisikan penelitian kualitatif sebagali
penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami
oleh subjek penelitian misalnya pelaku, perepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain
secara holistic dan sengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaat berbagai metode ilmiah.*

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian berkaitan dengan pemilihan tempat tertentu yang

dapat berhubungan dengan situasi masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun

% Kharisma dan Sahata, “Implementasi Layanan Pengaduan dan Kehilangan Barang Melalui
Aplikasi L & F.2019”
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lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti di pegadaian syariah Cabang
Abbanuang Kab. Pinrang tepatnya di Jampu’e.

Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e yang beralamat di Abbanuang Desa
Lerang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang merupakan sebuah lembaga
nonbank (Pegadaian Syariah) dibawah binaan Divisi Unit Usaha Syariah PT.
Pegadaian (Persero), yang structural terpisah pengelolaannya atau operasionalnya dari
usaha gadai secara konvensional. Adapun struktur organisasi Pegadaian Syariah
Cabang Jampu’e. Dan kegiatan penelitian ini dilakukan dalam kurung waktu 2 bulan
(disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e

Gambar Struktur

Pengelola Unit/Penaksir

Edy Akbar
Kasir
Rudiyansah
Satpam Satpam
Hamzah. T Asrul

C. Fokus Penelitian
Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pegadaian syariah

apabila ada barang jaminan yang hilang atau rusak akibat kelalaian para pegawai
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ataupun adanya bencana yang terjadi dan juga apakah pertanggungjawaban yang
dilakukan pegadaian syariah sudah sesuai dengan perspektif hukum islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data
kualitatif. Dimana jenis data kualitatif ini didapatkan bukan berupa melalui angka tapi
berupa kata dan kalimat. Jenis data kualitatif ini juga bisa didapatkan dengan
melakukan wawancara yang dilakukan secara lisan, obsevasi pada lokasi penelitian,
analisis isi dokumen dan juga bisa didaptkan dengan pemotretan atau dokumentasi
oleh peneliti.

Sumber data pada penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan
sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data yang
diperoleh melalui wawancara kepada nasabah Pegadaian Syariah Cabang
Abbanuang Kab. Pinrang serta wawancara dengan pegawai tersebut sehingga
dapat memperoleh data yang akurat.

2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dapat memberikan informasi
atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa
manusia atau benda (majalah, buku, koran, dll). Data sekunder dapat diperoleh
dari buku-buku tentang pegadaian, dokumen-dokumen berupa catatan, laporan
tahunan, rekaman, gambar atau foto dan hasil-hasil penelitian yang
berhubungan dengan fokus penelitian. Data sekunder lebih pada berupa bukti,
catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan

yang tidak dipublikasikan.

E. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan

beberapa cara, yaitu:
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1. Terhadap data primer dilakukan dengan cara:
Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik bila
dibandingkan dengan teknik yang lain. Teknik pengumpulan data dengan
observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses
kerja, gejala-gejalaan dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.
Wawancara

Dalam pengumpulan data dengan teknik wawancara peneliti mengadakan
wawancara berdasarkan judul proposal skripsi. Sasaran wawancara peneliti
adalah para nasabah (debitur), pengelola, dan karyawan/wati Pegadaian Syariah
Cabang Jampu’e Kab.Pinrang.

Pedoman wawancara adalah instrumen yabg digunakan untuk memandu
jalannya wawancara. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara
sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal hingga akhir wawancara.
Pedoman wawancara berfungsi membimbing alur wawancara terutama mengarah
tentang hal-hal yang harus ditanyakan. Dengan pedoman wawancara dapat
dihindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan
permasalahan penelitian. Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai
teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk
menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari
informasi yang lebih mendalam
Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari data-data
audiovisual. Metode ini merupakan suatu cara pengambilan data melalui catatan
dan keterangan tertulis yang berisi data atau informasi yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan

berdasarkan perkiraan.
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2. Terhadap data sekunder dilakukan dengan cara:
Pengumpulan data melalui perpustakaan (library research) dimana
mengumpulkan data-data yang bersumber dari bacaan seperti buku, artikel ilmiah dan

sumber-sumber bacaan lainnya.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti
dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan
data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam

penelitian kualitatif meliputi berikut ini:

1. Uji Credibilty (Kredibilitas)

Uji kredibilitas merupakan uji dimana peneliti mencari dan mengetahui
tingkat keprcayaan terhadap data yang diteliti. Uji kredibilitas adalah salah satu dari
empat Kriteria kualitatif yang digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama dalam
konteks analisi kualitatif. Kriteria ini merujuk pada sejauh mana temuan dan
interpretasi dalam penelitian dapat dianggap valid dan dapat dipercaya oleh pembaca
atau pihak lain yang tertarik dalam penelitian tersebut.

Melalui uji kredibilitas, peneliti dapat memastikan bahwa temuan dan
interpretasu dalam peneiltian kualitatif mereka dapat dipercaya dan valid oleh
pembaca atau pihak lain yang tertarik dalam penelitian tersebut. Ini penting untuk
membangun kepercayaan dalam hasil penelitian dan memastikan bahwa kontribusi
penelitian tersebut terhadap pemahaman dan pengetahuan di bidangnya diakui dan
dihargai.

2. Uji transferability
Uji Tranferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian

kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat atau dapat diterapkannya hasil



43

.3 Uji Tranferability mengacu

penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambi
pada sejauh mana pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dalam satu konteks
yang berbeda. Dalam konteks pembelajaran atau penelitian, uji transferability dapat
mengukur sejauh mana suatu konsep diaplikasikan di luar situasi awal pembelajaran.
3. Uji Dependability

Uji Dependability adalah suatu penelitian apabila orang lain dapat
mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Uji ini dilakukan karena
banyaknya peluang seorang peneliti mempunyai data tanpa turun ke lapangan secara
langsung, maka penelitian ini tidak reliable atau dependable. Penelitian ini uiji
dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses
penelitian dengan pembimbing untuk dapat menerangkan seluruh kegiatan data
samapi analisisnya dan pengembalian keputusan.®’

Beberapa metode yang digunakan untuk menguji dependability dalam
penelitian kualitatif meliputi:

1. Audit Trail. Mencatat secara rinci semua langkah yang diambil dalam
proses penelitian, termasuk pemilihan partisipan, prosedur pengumpulan
data, dan analisis data. Catatan ini memungkinkan peneliti lain untuk
memahami dan mengevaluasi konsistensi proses penelitian.

2. Konsistensi Peneliti. Memastikan bahwa interpretasi dan keputusan yang
dibuat oleh peneliti konsisten dan tidak bervariasi selama proses penelitian.
Ini dapat dicapai melalui pelatihan yang tepat dan kesepakatan antarpeneliti

tentang metode analisis dan interpretasi.

% Andri Wahyudi, Fahrul Firdaus, dan Masyarakat Desa Sebalor, “Daerah Tujuan Wisata
Development of Sebalor Tourism Village Into” XIV, no. 1 (2021).

¥ Burhan dan Metode Penelitian, “24 Burhan Bungin (ED),” 2019, 21-32.
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3. Peer Debriefing. Diskusi regular dengan rekan peneliti atau ahli dalam
bidang yang sama untuk memvalidasi temuan dan interpretasi, serta untuk
mengidentifikasi bias atau keselahan yang mungkin terjadi.

4. Analisis Independen. Melibatkan lebih dari satu peneliti atau tim peneliti
dalam proses analisis data untuk membandingkan temuan mereka dan
memastikan kesesuaian antara mereka.

Melalui uji dependability, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian
kualitatif mereka memiliki tingkat keandalan yang tinggi dan bahwa hasilnya dapat
diandalkan oleh pihak lain yang tertarik dalam mengulang atau memperluas
penelitian tersebut.

4. Uji Confirmability

Confirmability Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uiji
confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian
telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability
berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan.
Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan,
maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Validitas atau
keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh dengan
data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang
telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.*®

Beberapa metode yang digunakan untuk menguji confirmailty dalam
penelitian kualitatif meliputi:

1. Triangulasi. Menggunakan beberapa metode, sumber data, atau sudut

%8 Mohd. Amrah Ridho, “Tugas Metodologi Riset,” 2019, 1-8.
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pandang untuk mengkonfirmasi temuan atau interpretasi.

Pemikiran Kritis. Mengadopsi sikap skeptic terhadap temuan dan
interpretasi, serta mempertanyakan langkah-langkah analisis dan keputusan
yang dibuat.

Refleksi Peneliti. Menyelidiki dan merefleksikan asumsi, nilai-nilai, dan
pengaruh pribadi yang dapat memengaruhi proses penelitian dan interpretasi
data.

Member-Checking. Mediskusikan atau membagikan temuan dan interpretasi
dengan peserta atau subjek penelitian untuk memastikan bahwa hasil
penelitian tercermin dengan tepat.

Melalui uji confirmabilty, peneliti dapat menigkatkan validitas dan

keandalan penelitian kualitatif serta memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan

dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diandalkan oleh pihak lain

G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif,

yaitu data yang diperoleh kemudian disusun mencapai kejelasan masalah yang akan

di bahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. Metode kualitatif

dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analisis, yaitu data-data

yang akan diteliti dan dipelajari sesuai yang utuh.

Menurut Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisi data

kualitatif, yaitu:
1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian,
pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Dalam

proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid
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dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. la
merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan
data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar dan rangkuman pola-pola
sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-
pilihan analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang
mempertajanm, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data
dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan
diverifikasikan.

Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan.
Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan
dan bagan. Tujuannya untuk memudahkan membaca dan menarik
kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun
kurang baik. Pada kondisi seperti ini peneliti mudah melakukan suatu
kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil
kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar.
Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang
kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau
konfigurasi yang mudah dipahami.

. Penarikan Simpulan/Verifikasi Simpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi
kesimpulan. Dari permulaan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan
“makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi
yang mungkin, alur kasual, dan proporsi-proporsi, sehingga dapat menarik

kesimpulan secara jelas.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e merupakan pegadaian yang beroperasi
dengan menggunakan sistem syariah yang kantornya saat ini berada di Kecamatan
Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Keberadaan kantor pegadaian syariah cabang jampu’e
yang memfasilitasi kebutuhan keuangan masyarakat di sekitar lanrisang. Berdirinya
pegadaian syariah di daerah tersebut merupakan inisiasi lembaga internal pegadaian
syariah. Pegadaian syariah cabang jampu’e di Kabupaten Pinrang merupakan salah
satu cabang dari PT Pegadaian (Persero) yang beroperasi dengan prinsip-prinsip
syariah. Mengenai sejarah berdirinya pegadaian syariah cabang Jampu’e, informasi
spesifik mengenai tanggal pendirian dan proses awal pembentukannya tidak banyak
tersedia dalam sumber-sumber public. Namun Pegadaian syariah cabang Jampu’e

Kabupaten Pinrang telah terbentuk sejak 10 tahun terakhir.

A. Mekanisme Terjadinya Kehilangan atau Kerusakan Barang jaminan Gadai

Produk yang paling diminati oleh nasabah disebut rahn (gadai). Rahn
merupakan produk jasa gadai berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan
melalui proses cepat dan aman, nasabah disini hanya akan dikenakan biaya
administrasi dan ijarah.

“Gadai syariah adalah salah satu produk yang sangat amat banyak diminati
oleh masyarakat sekitar. Gadai merupakan skema pinjaman untuk memenubhi
kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai syariah berupa emas,
berlian, elektronik, kendaraan bermotor serta barang berharga yang dimiliki
nasabah .

Seperti pernyataan bapak edy akbar bahwa di pegadaian syariah jampu’e
banyak nasabah yang menggadaikan barang berharganya dikarenakan menurut
nasabah itu paling efesien dalam mendapatkan pinjaman dengan cepat tanpa berneko-

%9 Edy Akbar, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e. Wawancara peneliti di Pegadaian
Syariah Cabang Jampue’e, pada 12 Juni 2024.
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neko sebelumnya. Zaman sekarang banyak aplikasi untuk mendapatkan pinjaman
namun itu belum tentu efesien dalam penanganannya, pegadaian syariah adalah salah
satu solusi bagi masyarakat jampu’e apalagi bagi kebanyakan petani atau nelayan
yang ada disana mungkin pegadaian adalah layanan yang sangat berpengaruh untuk
mereka mendapatkan pinjaman dengan cepat. Namun di pegadaian syariah cabang
jampu’e tidak menerima barang jaminan berupa barang eletronik dan kendaraan
dikarenakan minimnya tempat penyimpanan barang jaminan tersebut. Pihak
pegadaian takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika menerima barang
jaminan berupa kendaraan dan barang eletronik. Itulah sebabnya pegadaian syariah
cabang jampue sebaiknya menyiapkan tempat yang lebih aman jika ingin menerima
barang jaminan berupa kendaraan dan barang elektronik atau barang berharga
lainnya.

“Saya yakin memilih pegadaian syariah sebagai layanan pembiayaan

disebabkan tidak perlu membuka rekening karena uang pinjaman dapat

diberikan langsung secara tunai L

Berdasarkan wawancara salah satu nasabah pegadaian diatas, ia mengatakan
bahwa pegadaian syariah mempunyai pelayanan yang baik dan tidak memerlukan
rekening dan bisa langsung mendapatkan pinjaman uang tunai dengan segera tanpa
perlu menunggu berhari-hari terlebih dahulu. Pegadaian syariah memberikan
pinjaman dengan cepat kepada masyarakat tanpa bunga yang besar dan juga akan
menjaga privasi nasabah tersebut, itu menimbulkan kenyamanan terhadap nasabah
dan tertarik terhadap pegadaian syariah.

Kasus yang pernah terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e adalah
rusakya barang jaminan yaitu sebuah gelang emas nasabah yang putus akibat
kecerobohan petugas pegadaian. Pihak pegadaian langsung menghubungi nasabah
pemilik gelang tersebut dan menegosiasikan tindakan apa yang harus dilakukan oleh

pihak pegadaian atas kasus tersebut.

0 \Wawancara, Darawisa, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e, Pada tanggal 15 juni
2024.
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“Pernah terjadi kerusakan barang jaminan sebuah gelang emas nasabah
dinyatakan putus dikarenakan kelalaian salah satu karyawan kami maka kami
pihak pegadaian bertanggungjawab penuh atas rusaknya barang jaminan
tersebut”*

Dari pernyataan diatas membuktikan bahwa sudah terjadi kerusakan barang
jaminan sebuah gelas emas nasabah rusak dikarenakan kelalaian pihak pegadaian
tetapi sejauh ini tidak pernah terjadi kehilangan, kemudian pihak pegadaian juga siap
bertanggungjawab penuh atas kerusakan tersebut dikarenakan itu murni kesalahan
dari pihak pegadaian sendiri. Pihak pegadaian juga

“Kehilangan atau kerusakan barang jaminan dapat terjadi karena beberapa

. b3 42
mekanisme”.

Dari pernyataan pak edy diatas kehilangan dan kerusakan terjadi karena ada
beberapa faktor. Berikut ini beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya
kehilangan atau kerusakan barang jaminan:

1. Kecerobohan atau kelalaian, salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan
kehilangan atau kerusakan barang jaminan adalah kecerobohan atau kelalaian
dari pihak yang bertanggungjawab atas barang tersebut. ini bisa terjadi jika
barang tidak disimpan dengan benar atau tidak diawasi dengan baik.

“Kerusakan yang terjadi pada tahun kemarin disebabkan karena kelalaian
karyawan kami, kerusakan itu bisa terjadi karna karyawan menunda-nunda
pekerjaannya misalnya ada barang gadai yang masuk karyawan hanya
menyimpan saja lalu melakukan kegiatan lain, itu bisa menyebabkan kerusakan
tetapi jika karyawan langsung menindaklanjuti barang gadai tersebut maka
insya allah tidak akan terjadi seperti itu i

Dari pernyataan bapak edy akbar diatas menjelaskan bahwa kerusakan itu

terjadi dikarenakan kecerobohan karyawan kami. Terkadang ada karyawan yang tidak

*! Edy Akbar, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e. Wawancara peneliti di Pegadaian
Syariah Cabang Jampue’e, pada 12 Juni 2024.

*2 Edy Akbar, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e. Wawancara peneliti di Pegadaian
Syariah Cabang Jampue’e, pada 12 Juni 2024.

* Edy Akbar, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e. Wawancara peneliti di Pegadaian
Syariah Cabang Jampue’e, pada 12 Juni 2024.
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memerhatikan barang jaminan nasabah, kadang juga karyawan menunda untuk
memproses dengan cepat barang jaminan tersebut dan juga terkadang mungkin
karyawan melupakan jika ada barang jaminan yang perlu di proses dengan cepat agar
tidak tercecer atau tertumpuk oleh barang lain. Itu semua bisa menyebabkan terjadi
kerusakan atau kehilangan barang jaminan nasabah, namun ada faktor lain yang bisa
mengakibatkan barang jaminan nasabah rusak atau hilang seperti misalnya pencurian
atau terjadi bencana alam.
“Barang jaminan nasabah yang rusak itu akibat kelalaian karyawan maka
pihak tersebut yang bertanggungjawab atas kerusakan yang diakibatkannya
kecuali jika kerusakan itu terjadi karena faktor diluar kendali maka itu
tergantung pada kesepakatan pihak pegadaian dengan nasabah itu sendiri”**
Dari pernyataan diatas jelas bahwa kerusakan yang diakibatkan kelalaian
karyawan itu menjadi tanggung jawab karyawan tersebut kecuali jika memang
kerusakan itu terjadi diluar kendali pihak pegadaian maka biasanya tanggung
jawabnya dari kesepakatan antara pihak pegadaian dengan nasabah. Seharusnya juga
pegadaian mencantumkan syarat serta ketentuan dalam perjanjian jaminan agar
nasabah dapat membaca dengan teliti dan mengetahui sebelum melakukan perjanjian
tersebut.
2. Kerusakan karena penggunaan, barang jaminan yang digunakan secara tidak
tepat atau berlebihan bisa mengalami kerusakan. Penggunaan di luar spesifikasi
yang direkomendasikan juga dapat mempercepat kerusakan barang.

“Sebelum nasabah menggadaikan barang jaminan seperti emas dan barang
berharga lainnya maka pihak pegadaian dengan teliti memastikan  apakah
ada kecacatan barang jaminan yang dimiliki nasabah™*

* Edy Akbar, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e. Wawancara peneliti di Pegadaian
Syariah Cabang Jampue’e, pada 12 Juni 2024.

** Edy Akbar, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e. Wawancara peneliti di Pegadaian
Syariah Cabang Jampue’e, pada 12 Juni 2024.
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Seperti yang dikatakan bapak edy akbar diatas bahwa sebelum nasabah tersebut
menggadaikan barang jaminan tersebut maka pegadaian dengan teliti memeriksa
apakah terjadi kerusakan atau tidak, tetapi jika terjadi kerusakan maka pihak
pegadaian akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada nasabah bahwa barang
jaminan tersebut ada kerusakan. Kemudian jika terjadi kerusakan maka pihak
pegadaian mencantumkan ke dalam formulir aplikasi pegadaian rahn agar tidak
terjadi kesalahpahaman antara pihak pegadaian dengan nasabah.

3. Kerusakan karena faktor lingkungan, perubahan kondisi lingkungan seperti
kelembapan, suhu ekstrem dan paparan bahan kimia bisa menyebabkan
kerusakan barang jaminan, terutama jika barang tersebut sensitif terhadap
kondisi lingkungan.

“Kadang ada barang jaminan nasabah yang mereka gadaikan itu rusak

dikarenakan mereka menyimpannya di tempat yang mempunyai suhu yang

tidak cocok dengan barang tersebut, apalagi di daerah jampu’e itu  dekat
dengan laut sering terjadi barang jaminan yang ingin nasabah gadaikan
seperti emas itu pudar warnanya dikarenakan air laut yang asin”*

Berdasarkan wawancara tersebut, menyimpulkan bahwa kerusakan bukan
dikarenakan kesalahan pegadaian namun karena faktor lingkungan sekitar daerah
mereka. Itu perlunya pihak pegadaian memeriksa terlebih dahulu barang yang ingin
digadaikan oleh nasabah tidak terjadi kerusakan karena itu juga bisa mempengaruhi
harga dan nilai dari barang jaminan tersebut. Kemudian pihak pegadaian juga sangat
mengindari terjadinya kesalahpahaman terhadap nasabah jika terjadi hal seperti itu.

Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1157 ayat (1) KUHPerdata yang
menentukan bahwa pemegang gadai bertanggungjawab atas hilangnya atau

merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya.

*® Rudiansyah, Kasir Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e. Wawancara peneliti di Pegadaian
Syariah Cabang Jampu’e, pada 13 juni 2024.
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B. Bentuk Penanganan Barang Jaminan yang Rusak atau Hilang di Pegadaian
Syariah

Dalam setiap perjanjian, baik itu perjanjian sewa menyewa, jual beli maupun
tukar menukar pada prinsipnya selalu mengandung resiko. Demikian pula dalam
perjanjian gadai, dimana resiko akan timbul apabila terjadi peristiwa yang tidak
disengaja dan diluar kesalahan dari pihak-pihak yang menggadaikan perjanjian
tersebut.

Bagi pihak pegadaian, untuk menjaga keamanan dari kredit yang disalurkan,
mengharuskan adanya penyerahan barang jaminan dari nasabah kepada pihak
pegadaian. Dengan diserahkan barang jaminan, maka keamanan kredit akan terjaga
sebab apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya pihak pegdaian mempunyai
hak untuk mengambil pelunasan hutang nasabah yang tidak dapat melunasi
hutangnya, pihak pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan hutang
nasabag dengan jalan melelang jaminan. Disamping mempunyai hak untuk melelang
barang jaminan milik nasabah, pihak pegadaian juga mempunyai tanggungjawab
yang tidak kecil terhadap barang jaminan yang dikuasainya.

Dengan dikuasainya barang jaminan milik nasabah dibawah penguasaan
langsung pihak pegadaian, maka sesuai dengan asas pihak pegadaian harus menjaga
keamanan dan pemeliharaan barang jaminan tersebut. dengan apabila barang jaminan
milik nasabah mengalami kerusakan atau hilang, pihak pegadaian berkewajiban untuk
memberikan ganti kerugian. Disini jelas, bahwa penguasaan secara langsung terhadap
barang jaminan milik nasabah mengandung tanggung jawab yang tidak kecil bagi
pihak pegadaian. Keberadaan barang jaminan tersebut pada prinsipnya mengandung
unsur untung rugi bagi pihak pegadaian.

Berdasarkan hasil penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e, ada
barang jaminan yang disimpan ternyata rusak yang disebabkan kelalaian petugas,
sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah yang bersangkutan. Sedangkan
sejauh ini belum ada kasus hilangnya barang jaminan milik nasabah di pegadaian

syariah cabang jampu’e. Selain itu, untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan
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nasabah maupun pihak pegadaian, setiap barang nasabah yang dijaminkan di
pegadaian syariah telah diasuransikan, jadi jika terjadi kerusakan atau kehilangan
selama masa penitipan, maka sudah menjadi tanggung jawab pegadaian.

Penanganan barang jaminan yang rusak atau hilang di pegadaian syariah
dilakukan dengan mengikuti beberapa prosedur yang sesuai dengan prinsip syariah
dan ketentuan perusahaan. Berikut adalah langkah-langkah umum yang diambil oleh
pegadaian syariah cabang jampu’e:

1) Pemeriksaan dan verifikasi, ketika barang jaminan terindikasi rusak,
pegadaian syariah akan melakukan pemeriksaan untuk memverifikasi
kerusakan tersebut. pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh pihak yang
berkompeten untuk menilai kondisi barang.

“Jika terjadi kerusakan barang, saya selaku karyawan pegadaian akan
memriksa terlebih dahulu kerusakan tersebut dan akan dipastikan oleh pihak
pengelola pegadaian syariah =

Dari pernyataan bapak Rudiansyah diatas bahwa jika terjadi kerusakan maka
akan diteliti dengan cermat apa penyebabnya dan memastikan murni dari kesalahan
atau kelalaian karyawan pegadaian syariah. Kemudian memeriksa dengan teliti
kerusakan tersebut dan juga menyerahkan sepenuhnya kepada pengelola unit
pegadaian untuk memeriksa ulang kerusakan tersebut karna menurut pak rudiansyah
pengelola unit lebih berkompeten dalam menangani hal ini.

“kerusakan yang terjadi akan diperiksa oleh kasir terlebih dahulu kemudian

dia melaporkan ke saya dan saya memastikan apakah betul barang jaminan
nasabah tersebut rusak”*®

Kemudian bapak edy selaku pengelola unit sangat berhati-hati jika

menangani barang nasabah terlebih jika terjadi kerusakan akibat kelalaian

karyawannya. la memastikan dengan cermat barang jaminan tersebut benar-benar

*" Rudiansyah, Kasir Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e. Wawancara peneliti di Pegadaian
Syariah Cabang Jampu’e, pada 13 juni 2024.

*® Edy Akbar, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e. Wawancara peneliti di Pegadaian
Syariah Cabang Jampue’e, pada 12 Juni 2024
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rusak di pegadaian syariah dengan cara melihat kembali surat bukti rahn (SBR)
karena disitu tertera jika terjadi kerusakan sebelum barang jaminan digadaikan oleh
nasabah, maka ia bisa dengan cepat meniliti kerusakan itu murni terjadi akibat
kesalahan karyawan dan barang jaminan it rusak setelah berada di pegadaian syariah.
2) Komunikasi dengan nasabah, setelah verifikasi pegadaian syariah akan
menghubungi nasabah untuk memberi tahu tentang kondisi barang jaminan
yang rusak. Informasi yang diberikan meliputi tingkat kerusakan dan potensi
dampaknya terhadap nilai jaminan.

“Jika pemeriksaan barang jaminan sudah selesai dan terbukti barang jaminan
nasabah tersebut rusak, maka saya selaku pengelola unit menghubungi nasabah
agar segera datang ke pegadaian syariah dan akan saya jelaskan secara rinci
penyebab terjadinya kerusakab pada barang jaminannya’™*°
Pernyataan pak edy diatas dibuktikan juga dengan pengakuan dari salah satu
nasabah yang mengalami kerusakan barang jaminan. Menurut nasabah tersebut pihak
pegadaian mengubunginya melalui telpon dan segera menyuruh nasabah datang ke
pegadaian karna telah terjadi sesuatu pada barang jaminannya.

“Benar, pihak pegadaian syariah langsung menghubungi saya namun tidak
menjelaskan apa yang terjadi hanya meminta saya datang ke pegadaian syariah
dengan segera”

Terbukti dari pernyataan salah satu nasabah yang mengalami hal tersebut,
menurut nasabah tersebut ia hanya diberitahukan agar mendatangi pegadaian syariah
dengan segera selebihnya pihak pegadaian akan menjelaskan secara langsung
masalah yang terjadi dan penyebabnya dan akan mengkomunikasikan lagi dengan
nasabah kelanjutan dari masalah tersebut.

3) Penawaran solusi, pegadaian syariah kemudian akan menawarkan solusi

kepada nasabah.

* Edy Akbar, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e. Wawancara peneliti di Pegadaian
Syariah Cabang Jampue’e, pada 12 Juni 2024

%0 Wawancara, Darawisa, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e, Pada tanggal 15 juni
2024.
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“Setelah saya menghubungi pihak yang bersangkutan dan menjelaskan secara
rinci permasalahan yang terjadi terhadap barang jaminanya, selanjutnya saya
memberikan penawaran solusi kepada nasabah ol
Berdasarkan hasil wawancara di atas menujukkan dengan jelas bahwa pihak
pegadaian secara terang-terangan memberikan penawaran kepada nasabah. Jika
penawaran yang diberikan pihak pegadaian disetujui oleh nasabah maka pihak
pegadaian dengan segera memproses barang jaminan nasabah yang rusak.
“Pihak pegadaian menawarkan solusi kepada saya dimana beliau mengatakan
bahwa kerusakan itu masih bisa diperbaiki namun ia memberikan beberapa
opsi penawaran solusi kepada saya dan beliau pun tidak memaksakan
kehendaknya malahan menyerahkan pilihan tersebut kepada saya
Dari wawancara nasabah diatas, penulis berpendapat bahwa pihak pegadaian
tidak akan merumitkan permasalahan yang terjadi namun pihak pegadaian akan
memproses dengan cepat agar masalah tersebut selesai tanpa adanya pihak yang
dirugikan sama sekali. Pihak pegadaian juga lebih memilih menawarkan solusi
kepada nasabah dan melakukan negosiasi secara kekeluargaan karna hal itu masih
bisa ditangani pihak pegadaian tanpa adanya campur tangan hukum. Kemudian
nasabah juga dengan senang hati melakukan penyelesaian masalah dengan cara
kekeluargaan karna agar nama baik sebuah pegadaian tidak tercoreng dengan adanya
kasus yang masih bisa ditolerir oleh pihak pegadaian dan nasabah itu sendiri.
Seperti pengakuan bapak edy akbar, ia menawarkan 3 solusi kepada nasabah
seperti yang tercantum berikut ini:
e Penggantian barang atau perbaikan barang, jika kerusakan terjadi akibat
kesalahan pegadaian, maka pegadaian dapat menawarkan penggantian
barang dengan yang setara atau jika masih bisa diperbaiki maka

pegadaian akan memperbaikinya.

*! Rudiansyah, Kasir Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e. Wawancara peneliti di Pegadaian
Syariah Cabang Jampu’e, pada 13 juni 2024.

52 \Wawancara, Darawisa, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e, Pada tanggal 15 juni
2024.
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e Penyelesaian klaim, jika kerusakan bukan disebabkan oleh pegadaian,
nasabah dapat diberi opsi untuk menebus barang dengan nilai yang
disesuaikan.

e Penyelesaian melalui asuransi, jika barang jaminan diasuransikan, klaim
asuransi dapat diajukan untuk menutupi kerugian.

4) Penyelesaian akhir, proses penyelesaian akan diselesaikan sesuai dengan
kesepakatan antara nasabah dan pegadaian syariah, dengan tetap mematuhi
prinsip-prinsip syariah.

PT. Pegadaian banyak memberikan pada fungsi dan nlai barang, sehingga
nasabah dapat menggugat pihak PT. Pegadaian dengan dasar perjanjian gadai yang
telah dibuat dan berita acara menerangkan tentang keadaan barang gadai. Besar
kecilnya perubahan dan pengaruh atau tidaknya suatu perubahan terhadap fungsi dan
nilai barang serta keinginan nasabah oleh pemberi gadai/nasabah itu sendiri.
Pemeliharaan, perawatan serta pengamanan barang jaminan yang dimaksud untuk
menjaga agar tidak terjadi perubahan nilai dan harga barang tersebut merupakan
pertanggungjawaban PT. Pegadaian terhadap barang jaminan milik nasabah yang
dapat disebabkan oleh kebakaran, hilang atau sebab-sebab lain yang terletak dalam
batas kewenangan dari pejabat PT. Pegadaian.

Penyelesaian kasus tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Negosiasi yaitu upaya penyelesaian kasus tanpa melalui proses peradilan
dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih
harmonis dan kreatif. Pada tahap ini, para pihak berhadapan langsung dalam
mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatof dan
saling terbuka.

b. Mediasi adalah upaya penyelesaian kasus para pihak dengan kesepakatan
bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan

atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk
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terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan

tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.>

“Kemarin saya menyelesaikan kerusakan barang jaminan yang terjadi dengan

bernegosiasi secara kekeluargaan kepada nasabah tersebut, pihak pegadaian

kami sangat menghindari yang namanya jalur hukum karena bisa merusak
nama baik pegadaian kami >*

Dari pernyataan bapak Edy akbar tersebut bahwa pihak pegadaian lebih
memilih jalur negosiasi ketimbang mediasi dikarenakan kerusakan itu masih bisa
ditangani tanpa campur tangan orang lain jadi pihak pegadaian melakukan negosiasi
kepada nasabah dan mencari jalan keluarnya bersama. Kemudian pihak pegadaian
sangat menghindari penyelesaian masalah dengan jalur hukum dikarenakan
penyelesaian ganti kerugian melalui jalur hukum atau pihak ketiga melalui peradilan
merupakan jalur terakhir jika tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh dengan
perdamaian. Akan tetapi upaya peradilan sebisa mungkin dihindari, hal ini
dikarenakan penyelesaian melalui peradilan memelukan waktu yang relatif lama dan
juga membawa dampak yang buruk bagi pegadaian sendiri, sehingga nasabah jadi
takut dan tidak percaya lagi kepada pegadaian, karena bagi mereka bentuk kesalahan
apapun yang melibatkan peradilan merupakan aib yang sangat memalukan nama baik
mereka dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang yang memiliki urusan dengan
peradilan dianggap sebagai seseorang yang criminal yang cacat dalam bermasyarakat
seumur hidup. Dengan demikian dalam kerusakan atau kehilangan barang jaminan
lebih baik dengan menggunakan perdamaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Edy Akbar selaku pengelola unit
mengatakan untuk menyelesaikan adanya tuntutan nasabah yang barang jaminannya
rusak atau hilang, kami melakukan penyelesaian menggunakan jalur non litigasi

sebagai alternatif penyelesaian, dikarenakan jalur tersebut kami anggap sebagai

53 S.H Iswi Hariyani dan Ir. R. Serfianto D.P, Bebas Jeratan Utang Piutang (Yogyakarta:
Pustaka Yustisia, 2010).

> Edy Akbar, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e. Wawancara peneliti di Pegadaian
Syariah Cabang Jampue’e, pada 12 Juni 2024.
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sarana untuk mencapai keadilan baik dari PT. Pegadaian maupun pihak nasabah.
dengan adanya negosiasi yang mengedepankan musyawarah untuk mencari kata
sepakat guna kepentingan bersama baik dari pihak pegadaian maupun nasabah, agar
tidak ada yang dirugikan atas kesepakatan yang dibuat hasil dari penyelesaian melalui
non litigasi tersebut.

Setelah pihak pegadaian dan nasabah melakukan negosiasi maka dengan
persetujuan nasabah pihak pegadaian syariah segera memperbaiki atau disambung
kembali gelang yang telah putus tersebut atas izin dari pemiliknya. Barang jaminan
berupa gelang yang dibawah ketoko emas untuk diperbaiki atau disambung kembali
dengan biaya Rp.50.000 biaya perbaikan tidak ditanggung oleh nasabah melainkan
pihak asuransi dan pegadaian syariah.

“Pihak pegadaian cukup bijaksana dalam menyelesaikan kasus-kasus
kerusakan terhadap barang jaminan dan tidak menyalahgunakan atau
melemparkan tanggung jawab kepada pemilik barang jaminan dan langsung
melaporkan ke nasabah jika terjadi kerusakan.”

Dari pernyataan nasabah diatas terlihat jelas bahwa pegadaian syariah jampu’e
sangat memperhatikan kenyamanan nasabahnya dan juga sangat teliti dalam
melakukan transaksi apapun yang terjadi pegadaian syariah cabang jampu’e serta
sangat amat bijaksana dalam menyelesaikan jika terjadi kerusakan barang jaminan
nasabah kemudian sangat bertanggungjawab penuh terhadap barang jaminan yang
rusak akibat murni kesalahan salah satu karyawan pegadaian.

“Jika terjadi kehilangan maka pihak pegadaian akan mengganti barang
jaminan dengan atau sama nilainya dengan barang yang hilang tersebut
sehingga tidak terjadi perdebatan antara pihak pegadaian dengan nasabah dan
atas pers%gujuan nasabah demi menjaga nama baik pegadaian syariah cabang
Jampu’e”

% Wawancara, Darawisa, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e, Pada tanggal 15 juni
2024.

% Edy Akbar, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e. Wawancara peneliti di Pegadaian
Syariah Cabang Jampue’e, pada 12 Juni 2024.
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Dari pernyataan bapak edy akbar tersebut menjelaskan bahwa pihak pegadaian
cabang jampu’e siap bertanggungjawab jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang
jaminan dan itu terbukti pada saat terjadi kerusakan barang jaminan salah satu
nasabah pihak pegadaian segera mengambil tindakan dengan menghubungi yang
bersangkutan agar segera datang ke pegadaian untuk memusyawarahkan langkah apa
yang akan diambil dalam penanganan barang jaminan yang rusak tersebut.

“Pihak pegadaian syariah jampu’e memberikan jalan untuk kami para nasabah
mengeluarkan pendapat jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang
jaminan kami, kemudian saya salah satu yang pernah mengalami hal itu
memilih menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan karena kerusakan pada
barang jaminan saya masih bisa diperbaiki dan pihak pegadaian pun siap
menanggung biaya perbaikan dari kerusakan tersebut ™’

Terlihat jelas dari pernyataan ibu Darawisa bahwa pegadaian syariah tidak serta
merta memberikan pelayanan namum juga memiliki tanggungjawab yang sangat
besar jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang jaminan nasabah. pegadaian
syariah cabang jampu’e juga cukup sigap dalam menangani hal tersebut dimana pihak
pegadaian syariah cabang jampu’e lebih memilih melakukan diskusi dengan nasabah
terkait kasus tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap nasabah dan pihak
pegadaian sehingga nama baik pegadaian tidak tergores dan juga nasabah merasa
nyaman melakukan transaksi apapun dipegadaian syariah cabang jampu’e.

Untuk mengatasi kerusakan dan kehilangan barang jaminan PT. Pegadaian
kan bertanggungjawab dan memberikan ganti rugi kepada nasabah atas kerusakan
atau kehilangan barang jaminan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6
Keputusan Direktur Utama Pegadaian No.Pr/2/4/45 tanggal 1 Desember 1981 tentang
Buku Tata Pekerjaan Pegadaian yang menyebutkan:

a. Uang ganti rugi hanya boleh dibayar, jika barang jaminan hilang atau rusak
disebabkan terbakar, basah, dimakan binatang (rayap, rengat, tikus dan

sebagainya) atau sebab-sebab lain dalam keadaan biasa seharusnya dapat

*" Wawancara, Darawisa, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e, Pada tanggal 15 juni
2024.
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dicegah oleh Perjan Pegadaian seperti kehilangan karena pencurian atau
penggelapan oleh pegawai PT. Pegadaian.

b. Jika ada barang yang hilang, tertukar atau rusak (kecuali dimakan binatang)
sebagaimana dalam ayat (1), maka kantor cabang wajib segera mengirimkan
laporan tentang hal ini (barang yang jilang telah ditemukan kembali) kepada
KPP dengan perantara KDP/KDI dengan disertai keterangan yang lengkap,
kepada nasabah tidak perlu diberitahukan bahwa barangnya hilang, tertukar
atau rusak jika nasabh tidak datang untuk melunasi.

c. Kepada nasabah yang berhak menerima ganti rugi yang dimaksud dalam ayat
(1) diatas, maka ganti rugi itu segera dibayarkan pada waktu diminta dengan
memakai kwitansi rangkap dua. Dan pada halaman kwitansi diberikan
keterangan secara ringkas bahwa pembayaran ganti rugi harus menunjukkan
tanggal dan nomor dari laporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)

Pemberian ganti rugi yang diberikan oleh PT. Pegadaian dalam terjadinya
kerusakan atau kehilangan barang jaminan tidak sama menyangkut cara pemberian
ganti rugi. Begitu pula menyangkut besarnya jumlah ganti rugi yang diberikan oleh
pegadaian, karena hal ini berdasarkan pada jenis barang yang menjadi jaminan gadai
tersebut hilang atau rusak seluruhnya ataupun sebagaian barang jaminan gadai rusak

atau hilang.

C. Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah atas Hilang atau Rusaknya Barang
Jaminan berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Pihak pegadaian sendiri menyadari resiko terhadap barang jaminan yang
diterima apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap barang jaminan.
Pegadaian syariah tetap memberikan ganti kerugian terhadap nasabah yang
mengalami kerugian tersebut. oleh karena itu, untuk menyelesaikan adanya tuntutan
nasabah yang barang jaminannya mengalami kerusakan atau hilang pihak pegadaian

menempuh dua jalan yaitu litigasi dan non litigasi.
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Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi. Berdasarkan penjelasan
Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman dapa diketahui bagi masyarakat tidak terdapat keharusan untuk
menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih
menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase.
Arbitrase disini tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa, bahwa “Arbitrase
adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang
bersengketa.

Dalam konteks pegadaian syariah, teori tanggung jawab mengacu pada
kewajiban entitas pegadaian syariah untuk bertindak secara bertanggung jawab
terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi gadai, termasuk pemilik barang
jaminan, peminjam, dan masyarakat secara umum. Beberapa aspek teori tanggung
jawab dalam pegadaian syariah meliputi:

1) Tanggung Jawab terhadap Pemilik Barang Jaminan, Pegadaian syariah
memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan integritas barang jaminan
yang diserahkan oleh pemiliknya. Mereka harus mengambil langkah-langkah
yang wajar untuk mencegah kerusakan atau kehilangan barang tersebut
selama masa gadai.

“Untuk menjaga integritas barang jaminan dari nasabah sendiri, kami
melakukan pemeriksaan sebelum menerima barang jaminan untuk memastikan
kondisi dan nilai barang tersebut, memastikan barang jaminan disimpan di
tempat yang aman dan terlindungi, mengasuransikan barang jaminan,
kemudian menjaga komunikasi dengan pihak terlibat dan juga mengikuti
prosedur pengembalian o8

%8 Edy Akbar, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e. Wawancara peneliti di Pegadaian
Syariah Cabang Jampue’e, pada 12 Juni 2024.
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Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa

pihak pegadaian berkewajiban menjaga integritas barang jaminan nasabah. Seperti

yang dikatakan pak edy diatas, maka penulis memaparkannya sebagai berikut:

a.

Pemeriksaan awal, sebelum menerima barang sebagai jaminan, pihak
pegadaian melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan kondisi
dan nilai barang tersebut. Ini bisa melibatkan penilaian oleh ahli atau
appraisal.

Penyimpanan aman, pihak pegadaian memastikan barang jaminan
disimpan di tempat yang aman dan terlindungi. Ini bisa melibatkan
penggunaan brankas, gudang yang terkontrol atau fasilitas penyimpanan
yang diawasi.

Asuransi, pihak pegadaian mengasuransikan barang jaminan untuk
melindunginya dari resiko kehilangan atau kerusakan. Pastikan nilai
asuransi mencakup nilai penuh dari barang tersebut.

Komunikasi dengan pihak yang terlibat, pihak pegadaian menjaga
komunikasi yang baik dengan nasabah. menginformasikan nasabah
mengenai kondisi barang jaminan dan setiap tindakan yang diambil untuk
menjaga integritasnya.

Prosedur pengembalian, jika pinjaman dilunasi, pihak pegadaian
memastikan ada prosedur yang jelas dan aman untuk pengembalian barang

jaminan kepada pemiliknya.

Dengan langkah-langkah yang diambil oleh pegadaian syariah jampu’e,

integritas barang jaminan dapat dipertahankan sehingga mengurangi resiko bagi

pemberi pinjaman dan menjaga kepercayaan antara pihak yang terlibat. Hal ini juga

menunjukkan bahwa pihak pegadaian bertindak secara etis dan professional,

mengikuti protokol yang ditetapkan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang

terlibat.

2) Tanggung Jawab terhadap Peminjam, Pegadaian syariah juga memiliki

tanggung jawab untuk memberikan layanan yang adil dan transparan kepada
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peminjam. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas tentang ketentuan
kontrak gadai dan hak serta kewajiban peminjam.
“kami juga bertanggungjawab memberikan pelayanan yang adil dan transparan
kepada nasabah dimana kami memastikan transparasi prosedur dan biaya,
keadilan dalam menentukan nilai barang jaminan, kepatuhan terhadap prinsip
syariah, kemudahan akses dan layanan, menjaga rahasia dan keamanan data
nasabah kemudia dalam penyelesaian masalah o9

Berdasarkan wawancara pak rudiansyah, penulis menyimpulkan bahwa jika
pihak pegadaian menjalankan tanggung jawab tersebut dapat dipastikan bahwa
layanan yang diberikan tidak sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memenuhi
standar keadilan dan transparasi yang diharapkan oleh peminjam. Kemudian dalam
kontrak gadai juga sudah tertera dengan jelas hak dan kewajiban peminjam.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pertanggungjawaban pegadaian
syariah atas kerusakan barang jaminan mencakup beberapa prinsip dan aturan yang
harus diikuti untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap syariah. Berikut
adalah beberapa poin penting:

1. Amanah (kepercayaan) dan tanggung jawab, pegadaian syariah berfungsi
sebagai pihak yang amanah, yang berarti mereka diberi kepercayaan
untuk menjaga barang jaminan. Mereka harus menjaga barang tersebut
dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas keamanan dan
keutuhan barang selama masa gadai.

2. Kelalaian (Tafrit) dan Tanggung jawab, jika kerusakan atau kehilangan
barang jaminan terjadi akibat kelalaian atau tindakan yang disengaja dari
pihak pegadaian, maka pegadaian bertanggung jawab untuk mengganti
kerugian tersebut, kelalaian dapat mencakup tindakan yang tidak sesuai
dengan standar perawatan yang wajar atau tidak memenuhi kewajiban

menjaga barang dengan baik.

% Rudiansyah, Kasir Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e. Wawancara peneliti di Pegadaian
Syariah Cabang Jampu’e, pada 13 juni 2024.
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3. Keadaan darurat, jika kerusakan atau kehilangan barang terjadi karena
keadaan darurat yang tidak dapat dihindari atau diluar kendali manusia,
pegadaian mungkin tidak bertanggung jawab. Misalnya, bencana alam,
kebakaran yang tidak disengaja, atau tindakan criminal yang tidak dapat
dicegah.

4. Akad rahn (perjanjian gadai), akad rahn disepakati antara pegadaian dan
nasabah harus jela mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak,
termasuk ketentuan tentang tanggung jawab atas kerusakan atau
kehilangan barang jaminan. Akad ini harus mematuhi prinsip-prinsip
syariah.

5. Kompensasi, jika pegadaian bertanggung jawab atas kerusakan atau
kehilangan barang jaminan, mereka harus memberikan kompensasi yang
adil kepada nasabah. kompensasi ini dapat berupa penggantian barang
yang sama nilainya atau pembayaran sejumlah uang yang setara dengan
nilai barang tersebut.

6. Transparasi dan keadilan, pegadaian syariah harus bersikap transparan
dalam mengelola barang jaminan dan memastikan bahwa setiap tindakan
yang diambil sesuan dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan salah
satu pihak.

7. Asuransi syariah, pegadaian syariah dapat menggunakan asuransi syariah
untuk melindungi barang jaminan dari resiko kerusakan atau kehilangan
yang tidak terduga. Ini membantu memastikan bahwa nasabah
mendapatkan perlindungan yang memadai dan pegadaian dapat
memenuhi tanggung jawab mereka.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, pegadaian syariah dapay memastikan
bahwa mereka mematuhi hukum ekonomi syariah dan menjaga kepercayaan nasabah
serta integritas sistem gadai syariah.

Tanggung jawab dalam hukum ekonomi islam ialah “besarnya tanggungan

terhadap barang gadai yang hilang atau rusak adalah harga terendah. Namun adapula
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yang berpendapat tanggungan tersebut sebesar dengan harganya. Merujuk pada Fatwa
Dewan Syariah Nasional No. 43/DSNMUI/VIII/2004, bahwa pertama, “ganti rugi
(ta’widh) hanya dapat dikenakan atas pihak yang dengan sengaja melakukan
kelalaian dan sesuai yang menyimpang dari ketentuan akad sehingga menimbul
kerugian bagi pihak lain”. Yang kedua, “jumlah ganti rugi nominalnya harusnya
sesuai dengan kerugian real dan cara pembayarannya tergantung kesepakatan pihak
yang berakad”.

Dalam penetapan besarnya pinjaman nasabah pihak pegadaian syariah
memiliki presentase penetapan marhun bih yaitu 92% dari nilai taksiran. Biaya
administrasi yang dikenakan oleh pegadaian syariah ini didasarkan pada biaya rill
yang dikeluarkan seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja, besarnya biaya
administrasi ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) itu sendiri dan dipungut dimuka
pada saat pinjaman dicairkan.

Adapun rumus dan perhitungan biaya ijarah adalah sebagai berikut:
Rumus: taksiran/Rp 10.000 x tarif ijarah x jangka waktu/ 10 hari
Tabel 2.2
Perhitungan Biaya ljarah berdasarkan Jenis Barang

Marhun ( Jenis Barang Perhitungan Tarif ljarah
No. Jaminan)

1 Emas, Berlian Taksiran/Rp10.000 x Rp85 x jangka
waktu/10

2 Elektronik Taksiran/Rp10.000 x Rp90 x jangka
waktu/10

3 Kendaraan Bermotor Taksiran/Rp10.000 x Rp95 x jangka
waktu/10

Sumber Data: Karyawan Pegadaian Syariah Jampu’e
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pihak pegadaian syariah menetapkan biaya
ijarah bukan dari jumlah pinjam nasabah, karena yang dihitung adalah besarnya nilai
harga taksiran. Angka Rp.10.000 merupakan angka konstanta yang digunakan oleh
pihak pegadaian syariah dalam menghitung biaya ijarah. Sedangkan untuk tarifnya
yaitu Rp85, Rp90 dan Rp95 merupakan penentuan tarif standar dari pihak pegadaian
syariah.

Dalam hal ini pihak Pegadaian Syariah memberikan tanggungan sebesar
92% dari nilai taksiran barang tersebut bukan dari nilai pinjaman, sehingga jika
dilakukan pengukuran dari harga terendah atau dengan harga hutang atau pinjaman,
penggantian yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sudah cukup untuk menganti
kerugian tersebut. Meski demikian, jika terjadi kerusakan atau kehilanan barang
jaminan karena adanya peristiwva bencana alam bukan merupakan akibat dari
kelalaiannya pihak Pegadaian Syariah tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian
tersebut. Karena barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e telah
diasuransikan, maka pihak Pegadaian tetap memberikan biaya ganti rugi terhadap
barang jaminan yang hilang atau rusak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
Pegadaian Syariah. Hal tersebut menunjukan bahwa pihak Pegadaian Syariah
bertanggung jawab terhadap barang jaminan milik nasabah yang dititipkan
kepadanya.

Islam tidak membenarkan seseorang mencabut hak milik orang lain tanpa
adanya kerelaan dari pemiliknya. Karena hak milik pribadi dalam islam benar-benar
dihargai dan dihormati. Sehingga cara memperoleh hak milik dalam islam sudah
diatur sedemikian rupa. Islam telah mengatur masalah ganti rugi dengan tidak
melupakan prinsip jauhi dan prinsip keadilan. Harta jangan sampai menjadi konflik
antar sesama manusia. Untuk itu, diperintahkan aturan dokumentasi, pencatatan/
akuntansi, al-isyhad/saksi, dan jaminan. Oleh karena itu, ganti rugi dalam Islam
adalah harga rugi yang diberikan itu harus setidaknya seimbang dengan harga yang di

ganti.
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Nasabah yang mengajukan ganti rugi, harus memperliatkan barang serta
membuktikan kerusakan ataupun cacat yang terjadi memang betul terjadi pada saat
disimpan di kantor Pegadaian Syariah. Dalam hal ini pihak Pegadaian akan meneliti
Surat Bukti Rahn (SBR) serta kerusakan yang ada setelah di yakini bahwa kerusakan
tersebut terjadi akibat kelalaian serta kesalahan pihak Pegadaian Syariah, selanjutnya
akan dilakukan tuntutan ganti rugi baik dilakukan secara kekeluarga ataupun sesuai
ketentuan yang berlaku.

Ganti rugi secara kekeluargaan positif atau manfaatnya lebih banyak bagi
nasabah maupun bagi pihak Pegadaian. Keuntungan bagi pihak Pegadaian Syariah
dalam menyelesaikan perkara secara musyawarah dapat mempererat hubungannya
dengan nasabahnya, olehnya itu pihak nasabah lebih merasa puas dengan cara
penyelesaian secara kekeluargaan. Dengan kepuasan nasabah tersebut, maka nasabah
diberi kesempatan untuk bermusyawarah dan ikut menentukan besarnya nominal
ganti rugi yang ia derita. Keuntungan lainnya ialah nama PT. Pegadaian Syariah di
mata masyarakat dapat terjaga dan masyarakat akan berpandangan bahwa PT.
hilangnya barang jaminan. Bagi nasabah, keuntungan dalam penyelesaian tuntutan
ganti rugi dengan cara kekeluargaan yaitu dapat menjaga silahturahmi dengan PT.
Pegadaian Syariah serta nasabah dalam hal ini dapat melakukan tawar menawar
tentang besarnya ganti rugi yang diterimanya akan lebih besar dibandingkan dengan
aturan yang belaku sebagaimana mestinya.

“Sejauh ini belum ada percekcokkan terjadi antara pihak pegadaian dengan
nasabah akibat kehilangan atau kerusakan barang jaminan yang seringnya itu
apabila semisal harga emas naik kemudian nasabah tidak mengetahui itu dan
salah paham maka akan terjadi miss komunikasi dan dari kami selaku pihak
pegadaian berhak menjelaskan dan memberikan pemahaman jika terjadi
kenaikan atau penurunan harga emas sehingga pada saat nasabah ingin
menggadaikan emasnya akan terjadi perubahan harga ~60

%Edy Akbar, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e. Wawancara peneliti di Pegadaian
Syariah Cabang Jampue’e, pada 12 Juni 2024.
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Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa kadang ada nasabah yang tidak
mengerti dengan harga kenaikan atau penurunan emas sehingga dapat memicu
kesalahpahaman nasabah terhadap pihak pegadaian namun sudah jelas juga bahwa
pihak pegadaian cabang jampu’e berusaha memberikan pengertian secara rinci jika
terjadi kenaikan atau penurunan harga emas sehingga akan terjadi perubahan harga
kemudian pihak pegadaian dalam hal ini sangat berperan penting untuk tidak
menyalahkan nasabah tetapi harus memberikan pengertian secara rinci agar nasabah
tersebut mengerti dan nyaman atas pelayanan yang diberikan oleh pihak pegadaian
syariah.

Pembayaran ganti rugi pada prinsipnya telah sesuai dengan aturan yang
berlaku. Maka dari itu diperlukan itikad baik dari pihak Pegadaian Syariah dalam
menafsirkan ulang. Dengan adanya itikad baik tersebut, maka pihak Pegadaian
Syariah akan selalu memberikan yang terbaik kepada nasabahnya terutama apabila
terjadi tuntutan ganti rugi atas barang yang hilang atau rusak. Maka dari itu menurut
penulis ganti rugi yang di berikan pegadaian Syariah Cabang Jampu’e telah sesuai
dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Sebagaimana telah diketahui bahwa pihak
Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e telah sesuai dengan ketentuan Hukum ekonomi
syariah. Sebagaimana yang telah diketahui telah mengasuransikan barang jaminan
nasabah, sehingga Pegadaian Syariah telah menunjukan bahwa ia telah bertanggung
jawab penuh terhadap barang jaminan nasabah. Selain itu, dalam menentukan besaran
imbalan jasa simpan (ijarah) Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e menentukan
berdasarkan hasil taksiran barang berbeda dengan yang dilakukan oleh Pegadaian
Konvensional dimana cara penentuan besaran sewa modal berdasarkan jumlah

pinjaman nasabah.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, selanjutnya
ditarik kesimpilan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kehilangan atau
kerusakan barang jaminan:

a. Kecerobohan atau kelalaian, salah satu faktor utama yang dapat
menyebabkan kehilangan atau kerusakan barang jaminan adalah
kecerobohan atau kelalaian dari pihak yang bertanggungjawab atas
barang tersebut. ini bisa terjadi jika barang tidak disimpan dengan benar
atau tidak diawasi dengan baik.

b. Kerusakan karena penggunaan, barang jaminan yang digunakan secara
tidak tepat atau berlebihan bisa mengalami kerusakan. Penggunaan di luar
spesifikasi yang direkomendasikan juga dapat mempercepat kerusakan
barang.

c. Kerusakan karena faktor lingkungan, perubahan kondisi lingkungan
seperti kelembapan, suhu ekstrem dan paparan bahan kimia bisa
menyebabkan kerusakan barang jaminan, terutama jika barang tersebut
sensitive terhadap kondisi lingkungan.

d. Pengangkutan yang tidak memadai, kerusakan bisa terjadi selama proses
pengangkutan jika barang tidak dikemas dengan benar atau tidak diangkut

dengan cara yang aman.

2. Penanganan barang jaminan yang rusak atau hilang di pegadaian syariah
dilakukan dengan mengikuti beberapa prosedur yang sesuai dengan prinsip
syariah dan ketentuan perusahaan. Berikut adalah langkah-langkah umum yang

diambil oleh pegadaian syariah cabang jampu’e:

69



70

1) Pemeriksaan dan verifikasi, ketika barang jaminan terindikasi rusak,
pegadaian syariah akan melakukan pemeriksaan untuk memverifikasi
kerusakan tersebut. pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh pihak yang
berkompeten untuk menilai kondisi barang.

2) Komunikasi dengan nasabah, setelah verifikasi pegadaian syariah akan
menghubungi nasabah untuk memberi tahu tentang kondisi barang
jaminan yang rusak. Informasi yang diberikan meliputi tingkat kerusakan
dan potensi dampaknya terhadap nilai jaminan.

3) Penawaran solusi, pegadaian syariah kemudian akan menawarkan solusi
kepada nasabah.

4) Penyelesaian akhir, proses penyelesaian akan diselesaikan sesuai dengan
kesepakatan antara nasabah dan pegadaian syariah, dengan tetap

mematuhi prinsip-prinsip syariah.

3. Dalam hal ini pihak Pegadaian Syariah memberikan tanggungan sebesar 92%
dari nilai taksiran barang tersebut bukan dari nilai pinjaman, sehingga jika
dilakukan pengukuran dari harga terendah atau dengan harga hutang atau
pinjaman, pengantian yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sudah cukup
untuk menganti kerugian tersebut. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.
43/DSN-MUI/VI111/2004, bahwa pertama, “ganti rugi (ta’widh) hanya dapat
dikenakan atas pihak yang dengan sengaja melakukan kelalaian dan sesuai yang
menyimpang dari ketentuan akad sehingga menimbul kerugian bagi pihak lain”.
Yang kedua, “jumlah ganti rugi nominalnya harusnya sesuai dengan kerugian
real dan cara pembayarannya tergantung kesepakatan pihak yang berakad”.
Pegadaian Syariah dalam mekanisme pertanggungjawabannya terhadap
kerusakan barang jaminan diselesaikan secara damai sebenarnya merupakan
prioritas Pegadaian Syariah. Karena Pegadaian Syariah mengutamakan prinsip

kekeluargaan.
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B. Saran

Perkembangan Pegadaian Syariah cukup membuat Khazanah perekonomian
bangga. Namun, bukan berarti Pegadaian Syariah tidak perlu lagi atau tidak
memerlukan lagi masukan untuk perbaikan tersebut. Oleh karena itu, penulis
memberikan saran-saran sebagi berikut:

1. Untuk menghindari atau mencegah terjadinya kerusakan atau kehilangan
barang jaminan gadai, maka Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e
hendaknya harus lebih meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan
terhadap barang-barang jaminan gadai milik nasabah, sehingga barang-
barang jaminan gadai tersebut ditebus oleh nasabah.

2. Dalam menghadapi persaingan Lembaga Keuangan baik antara
konvensional maupun Syariah, dengan adanya akad tabarru’ seharusnya
nilai biaya pinjaman Pegadaian Syariah lebih kompetitif, bukan hanya
akadnya yang bernilai hukum Islam, tetapi juga biaya pinjamanan yang
lebih rendah dari konvensional, sehingga masyarakat juga lebih tertarik
dengan pegadaian Syariah.

3. Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan penutup bahwa Fatwa
DSN-MUI “Jika terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan
sebagaimana mestinya”. Besar harapan DSN dapat segera membuat
pedoman buku terkait ganti kerugian terhadap barang jaminan yang
mengalami kerusakan atau hilang, sehingga ketentuan dan ketetapan tidak

keluar dari pegadaian syariah melainkan DSN.
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